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ABSTRAK 
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Pembimbing I   :  Dr. Muhammad Maulana, M. Ag 
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PT. Alfa Scorpii merupakan sebuah perusahaan otomotif yang bergerak pada 

penjualan sepeda motor merek Yamaha. Jual beli sepeda motor pada perusahaan 

ini dilakukan secara tunai atau pun non-tunai. Dalam transaksi jual beli secara 

non-tunai harga telah di-mark up sehingga nilai harganya lebih tinggi dari harga 

tunai, namun ada kondisi tertentu yang diberikan keringanan dalam bentuk 

potongan harga dengan sistem cash back, yang menjadi strategi perusahaan 

dalam penjualan produk. Adapun tujuan penelitian  ini untuk menjawab 

permasalahan yaitu bagaimana perjanjian cash back pada transaksi jual beli 

motor secara non-tunai, mekanisme pemberian potongan harga dan konsekuensi 

terhadap pembeli serta perspektif Hukum Islam dalam jual beli terhadap sistem 

cash back dalam transaksi jual beli motor pada dealer motor di PT. Alfa Scorpii 

Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini secara kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif, dan pengumpulan data dengan wawancara dengan responden dan 

data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian potongan 

harga dalam bentuk cash back pada penjualan motor di dealer Alfa Scorpii tidak 

dilakukan secara tertulis, ketentuan cash back hanya dilampirkan pada brosur 

harga motor khusus pembelian non-tunai. Pemberian cash back bernilai variatif 

yaitu berdasarkan besaran panjar (DP) yang dibayar konsumen pada saat 

pembelian dan juga jangka waktu pembiayaan yang dipilihnya. Dalam 

perspektif akad jual beli, pemberian cash back yang diberikan manajemen Alfa 

Scorpii diperbolehkan karena merupakan keringanan dalam proses pembayaran 

atau cicilan utang,  namun seharusnya pemberian pemotongan harga diberikan 

pada akhir transaksi yang sesuai dengan konsep muqassah. Dari paparan di atas 

dapat disimpulkan bahwa pemberian cash back dalam transaksi jual beli motor 

secara non tunai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keringanan pembayaran 

hutang dalam Hukum Islam, namun seharusnya pemberian cash back tersebut 

dilakukan sebelum pelunasan utang dilakukan, bukan di awal transaksi, karena 

tidak menampakkan pengurangan nilai utang secara langsung. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN 

SINGKATAN 

 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilam 

Bangkan 

 ṭ ط 61 

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 ẓ ظ B  61 ب 2

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  61 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
  g غ 61

  f ف J  02 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 q ق 06

 

  k ك Kh  00 خ 7

  l ل D  02 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 m م 02

 

  n ن R  02 ر 10

  w و Z  01 ز 11

  h ه S  01 س 12

  ’ ء Sy  01 ش 13
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 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 y ي 01

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 

    

 

2. Konsonan  

 Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf  Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dhammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

يَ    Fatḥah dan ya Ai 

َ  و  Fatḥah dan wau Au 

Contoh: 

 haula : هول kaifa : كيف
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3. Maddah  

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

ا ي/ َ   Fatḥahdan alif atau ya Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla : ق ال  

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق يْل  

 yaqūlu : ي ق وْل  

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

 

Contoh:  



x 

 

ة  اْلا طْف الْ  وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ر 

ةْ ا   ر  ن وَّ يْن ة  الْم  د  لْم   : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-

MadīnatulMunawwarah  

ةْ   Ṭalḥah : ط لْح 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi,seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 
  

A. Latar Belakang Masalah 

 Berbagai strategi pemasaran digunakan pihak produsen, distributor dan 

pihak pedagang untuk menarik minat konsumen untuk berbelanja dan membeli 

produk yang diperdagangkannya. Strategi pemasaran yang aktual dan kekinian 

penting diimplementasikan oleh produsen dan pedagang dalam perdagangan 

baik pada scope lokal, nasional maupun global agar tetap eksis dalam sengitnya 

persaingan pasar dan dalam menghadapi berbagai kompetitor baik pada 

pemasaran produk yang sama antar distributor maupun antar merek dagang yang 

mengusung produk yang sama namun memiliki merek atau brand dan 

spesifikasi yang berbeda. 

 Sengitnya persaingan pasar dalam meraih omset dan target penjualan 

menyebabkan produsen, distributor dan pihak pedagang  harus jeli dalam 

menggunakan strategi pemasarannya, agar tetap diminati konsumen tanpa harus 

berhadapan langsung dengan berbagai risiko pasar yang dapat menyebabkan 

berkurangnya omset dan pendapatan perusahaan, ataupun pihak pedagang serta 

kerugian yang akan menghilangkan dan menghancurkan performa perusahaan. 

Sangat sulit bagi perusahaan dalam menghadapi kompetitor bila telah 

kehilangan citranya di kalangan konsumen, karena untuk mendapat kembali 

kepercayaan konsumen tentang kehandalan perusahaan terutama kualitas produk 

merupakan cost yang sangat mahal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Salah satu strategi pemasaran yang digunakan dalam perdagangan 

sekarang ini adalah sistem cash back atau pengembalian sejumlah uang yang 

akan dibayarkan oleh konsumen yang seharusnya menjadi pendapatan dan milik 

pihak produsen atau pedagang. Sistem cash back ini biasanya diterapkan pada 

pembelian suatu produk secara non tunai baik dalam bentuk taqsith
1
 maupun 

muajjal
2
 yang dilakukan oleh pihak pembeli. 

 Penggunaan sistem cash back dalam transaksi non tunai merupakan 

salah satu strategi penjual untuk menarik minat pihak konsumen dalam proses 

penjualan produk karena dengan sistem tersebut membuat konsumen tertarik 

untuk membeli  suatu barang yang dipasarkan dengan sistem cash backtersebut 

yang memberi penawaran kepada pembeli dengan memberikan presentase 

pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu produk 

tertentu tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditetapkan 

oleh pihak penjual dengan sistem cash back.
3
Promosi cash back biasanya tidak 

berupa pengembalian uang tunai langsung kepada pihak pembeli, tetapi 

pemberian cash back dalam bentuk deposit. Cara ini dipakai agar pembeli dilain 

waktu akan melakukan pembelian kembali menggunakan deposite tersebut 

kepada pihak yang memberikan promo cash back. Promosi cash back yang 

dilakukan dalam rangka pemasaran telah memberikan peranan yang penting 

guna mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk yang ditawarkan.  

Promosi penjualan terdiri dari kumpulan kiat insentif yang beragam, 

kebanyakan berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu 

                                                             
1
Taqsith yaitu seseorang membeli barang tertentu untuk ia manfaatkan, kemudian ia 

bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi pembayarannya dengan cara dicicil/dikredit 

dalam jangka beberapa waktu atau jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batas waktu 

yang telah ditentukan. 
2
Muajjal yaitu kontak pembayaran tangguhan, sebuah kontrak yang melibatkan 

penjualan barang dengan pembayaran ditangguhkan. 
3
https://cashback.com/blog/perbedaan-cashback-dengan-diskon/. Diakses pada tanggal 

5 Maret 2019 
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produk/barang tertentu secara lebih cepat/atau lebih besar oleh konsumen atau 

pedagang. Sistem promosi cash back yang dikenal luas salah satunya adalah 

dengan menggunakan sistem potongan harga baik pada harga cash maupun non 

cash sesuai sistem pembayaran yang disepakati oleh dealer dan konsumennya.
4
 

 Pada prinsipnya penjual berhak menawarkan barangnya dengan harga 

sesuai yang diinginkan, karena barang yang dijual adalah miliknya, dan 

seseorang berhak untuk melakukan transaksi harga barang sesuai dengan tingkat 

harga yang diinginkan atau mampu dijangkau. Untuk menarik minat konsumen 

melakukan transaksi pihak penjual harus mampu menggunakan strategi 

marketing agar tingkat penjualan produk tetap stabil bahkan sebisa mungkin 

meningkat sehingga target  penjualan produk dan tingkat keuntungan yang 

dicapai juga meningkat, untuk itu pihak penjual dapat menerapkan berbagai 

strategi baik dengan cara menurunkan harga, memberi diskon atau potongan 

kepada konsumennya, dan hal ini selalu menjadi strategi paling mudah untuk 

meningkatkan animo konsumen melakukan transaksi. 

 Sistem cash back pada promosi penjualan produk dapat diterapkan pada 

berbagai bentuk transaksi penjualan, karena hal ini sangat tergantung pada 

kebijakan pihak manajemen perusahaan atau toko, karena umumnya cash back 

hanya untuk meningkatkan penjualan dan pencapaian omset, bisa diterapkan 

pada transaksi tunai dalam jumlah pembelian tertentu maupun pada transaksi 

non tunai, yang ditetapkan dalam durasi waktu tertentu. 

Pemberian cash back pada transaksi non tunai ini biasanya disebabkan 

pihak penjual telah melakukan mark up harga dengan rate tertentu karena 

dikombinasikan antara jumlah angsuran ataupun cicilan dengan time value of 

money karena tempo cicilan tersebut mereduksi nilai uang, untuk mengatasi hal 

tersebut  maka mark up harga dilakukan, sehingga untuk memangkas harga 

ataupun tingkat keuntungan yang diperoleh maka pihak penjual membuat 

                                                             
4
Yuniati Asmaniah, “Bauran Promosi dalam Perspektif Islam” Skripsi Jurusan Al-

Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari’ah, (Malang, Universitas Islam Negeri Malang, 2007). 
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kebijakan cash back ini, sehingga pihak konsumen tertarik karena tingkat harga 

yang lebih rendah dengan harga yang ditetapkan pihak pesaing yang menjual 

produk serupa yang memiliki brand berbeda. 

 Menurut konsep fiqh muamalah, cash back dalam transaksi jual beli ini 

dapat dikatagorikan sebagai muqassah yang telah memperoleh legalitasnya di 

kalangan ulama fiqh, legitimasi dari ulama MUI melalui Fatwa  Dewan Syariah 

Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002. Secara konseptual, muqassah merupakan 

potongan harga dari harga semestinya yang ditetapkaan oleh pihak penjual 

kepada pembeli dari harga yang semestinya ditetapkan dan diterima pembayaran 

dari pihak pembeli.
5
 Dengan demikian muqassah ini menjadi suatu keringanan 

pembayaran harga jual yang ditetapkan oleh pihak penjual kepada pihak 

konsumennya dalam proses pembayaran. Pihak penjual dengan kesadarannya 

memutuskan untuk memperoleh pembayaran yang lebih kecil dari pihak 

konsumen meskipun mengakibatkan pihak penjual akan memperoleh 

keuntungan yang lebih kecil dari yang seharusnya.   

 Penggunanan strategi muqassah ini dapat diterapkan pada transaksi jual 

beli atau berbagai akad   lainnya,  yang membutuhkan pembayaran dari pihak 

konsumen atau klien. Pada transaksi jual beli ini pihak penjual dan pembeli 

dapat menerapkan sistemnya pada transaksi jual beli, baik pada bai mutlak, 

murabahah, istisna ataupun jual beli lainnya, karena prinsip utama muqassah ini 

meringankan pihak pembeli dalam membayar harga yang telah ditetapkan oleh 

pihak penjual. Pemberian muqassah ini juga dapat dipahami sebagai bentuk 

perhatian penjual kepada konsumennya sehingga dengan adannya muqassah ini 

pihak konsumen dapat memperoleh barang yang dibutuhkaannya dengan harga 

                                                             
5
www.fiqhislam.com/ekonomi-syriah/fatwa-dsn-mui/114690-023-fatwa-dewan-

syariah-nasional-no-23-dsn-mui-ii-2002-potongan-pelunasan-dalam-murabahah. Diakses pada 

tanggal 10 Maret 2019. 

  

 

http://www.fiqhislam.com/ekonomi-syriah/fatwa-dsn-mui/114690-023-fatwa-dewan-syariah-nasional-no-23-dsn-mui-ii-2002-potongan-pelunasan-dalam-murabahah
http://www.fiqhislam.com/ekonomi-syriah/fatwa-dsn-mui/114690-023-fatwa-dewan-syariah-nasional-no-23-dsn-mui-ii-2002-potongan-pelunasan-dalam-murabahah


5 
 

 
 

yang lebih ringan atau lebih murah dari harga yang semestinya ditetapkan oleh 

pihak pedagang kepada pihak konsumen. 

Jika pembeli dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, 

penjual boleh memberikan potongan  harga atau muqassah dari kewajiban 

pembayaran total nominal yang telah disepakati saat akad, dengan syarat tidak 

diperjanjikan dalam akad.
6
Muqassah ini dapat digolongkan sebagai reward 

untuk pihak pembeli yang telah memiliki itikad baik untuk melunasi cicilan 

(taqsid) dari harga cicilan murabahahnya yang seharusnya akan dibayar dalam 

tempo yang lama. Muqassah ini merupakan kebijakan ataupun inisiatif pihak 

penjual yang memang tidak disebutkan dalam kontrak perjanjian jual beli. 

Sistem cash back dalam transaksi jual beli ini juga diadopsi oleh  PT. Alfa 

Scorpii Banda Aceh yang memiliki beberapa show room produk Yamaha di 

Banda Aceh. Pihak manajemen perusahaan ini, menjual berbagai produk 

Yamaha secara cash dan non tunai. Pada penjualan cash pihak manajemen PT. 

Alfa Scorpii menerapkan sistem penjualan normal yang berlaku sesuai standar 

yang ditetapkan pabrikan Yamaha untuk wilayah regional Sumatera Utara dan 

Aceh. Sedangkan pada transaksi non tunai, pihak manajemen PT Alfa Scorpi 

memiliki sistem yang diadaptasikan dengan kondisi riil Banda Aceh, yang 

memiliki pangsa pasar yang cenderung sempit dibandingkan brand lainnya pada 

sepeda motor bebek kelas 100-150cc. Hal ini menyebabkan persaingan pasar 

sangat ketat, menyebabkan pihak manajemen harus luwes dalam mensiasati 

pasar agar tetap mampu memenuhi target penjualan yang ditetapkan oleh 

distributor Yamaha untuk wilayah regional Aceh ini.
7
 

                                                             
6
Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2016), hlm.152. 
7
Hasil wawancara dengan Yulita, Costumer Servis PT. Alfa Scorpii, Banda Aceh, Pada 

tanggal 15 Maret 2019. 
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 Pada transaksi jual beli motor secara non tunai pihak yang memberi cash 

back adalah pihak dealer sendiri, yang disebut dengan subsidi yang diberikan 

pada awal penjualan dengan pemotongan harga DP pada pembiayaan 

berangsuran. Pemberian cash back ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan  oleh pihak dealer sesuai dengan klausula perjanjian yang ditetapkan 

pada saat proses transaksi dilakukan dan dispekati  dengan pihak pembeli.
8
 

 Besaran cash back yang diberikan oleh pihak dealer sangat variatif 

karena didasarkan pada  tipe sepeda motor, karena tipe tersebut memiliki harga 

yang berbeda sesuai dengan list harga yang ditetapkan oleh pihak dealer. 

Umumnya besaran cash back  diberikan tersebut mulai dari Rp 100.000,- hingga 

Rp 2.000.000,- lebih.
9
 

 Adapun mekanisme pemberian cash back antara lain ialah, apabila 

konsumen ingin mengambil uang tunai pada awal penjualan maka langsung 

diberikan oleh  pihak dealer uang tunai tersebut dan yang kedua  apabila 

konsumen ingin memasukkan uang cash back tersebut kedalam DP 

diperbolehkan, misalnya konsumen ingin membeli sebuah sepeda motor type 

Mio S dengan cara cicilan seharga Rp18.317.000,- dan uang DP yang konsumen 

berikan sejumlah Rp 2.800.000,- dalam jangka waktu 2 tahun/24 bulan dengan 

besar cicilan Rp 1.049.000,- perbulan, maka si konsumen tersebut memperoleh 

cash back sebesar Rp1.200.000,- apabila uang cash back tersebut dimasukkan 

kedalam DP menjadi Rp 2.800.000,- + Rp 1.200.000,- maka besaran DP nya 

menjadi Rp 4.000.000,- dan harga cicilan pun menjadi lebih murah sebesar Rp 

965.000,-. 
10

 

Adapun mengenai syarat atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak 

pembeli dengan dealer ialah dilakukan oleh pihak leasing, karena pembelian 

tersebut dalam transaksi pembiayaan berangsuran. Pihak leasing akan meninjau 

                                                             
8
Ibid. 

9
Hasil wawancara dengan Teuku Ilyas, Sales PT. Alfa Scorpii, Banda Aceh, Pada 

tanggal 29 Maret 2019 
10

Ibid. 
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kembali kepada pihak konsumen untuk memberikan syarat dan  perjanjian 

kepada konsumen, ada pun syarat tertentu untuk memperoleh cash back tidak 

ada hanya saja syarat untuk pembelian motor secara non tunai antara lain ialah 

Foto copy KTP, KK, Rekening listrik dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya  

itu ditinjau kembali oleh pihak leasing, bisa jadi DP yang diberikan tadi pada 

awal penjualan  berubah  kembali. 

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

“Analisis Sistem Cash Back Pada Transaksi Jual Beli Motor Secara Non Tunai 

Dalam Perspektif Muqassah Pada Akad Jual Beli (Suatu Penelitian Pada Dealer 

Motor di PT. Alfa Scorpii Banda Aceh)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan 

beberapa permasalahan dalam rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana sistem perjanjian cash back pada transaksi jual beli motor 

secara non-tunai pada dealer motor di PT. Alfa Scorpii Banda Aceh ? 

2. Bagaimana mekanisme pemberian potongan harga dan konsekuensi 

terhadap pembeli pada dealer motor di PT. Alfa Scorpii Banda Aceh ? 

3. Bagaimana perspektif Hukum Islam dalam jual beli terhadap sistem cash 

back dalam transaksi jual beli motor pada dealer motor di PT. Alfa 

Scorpii Banda Aceh ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam sub bab 

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian cash back pada transaksi jual beli 

motor secara non-tunai pada dealer motor di PT. Alfa Scorpii Banda 

Aceh. 
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2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian potongan harga dan 

konsekuensi terhadap pembeli. 

3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam dalam jual beli terhadap 

sistem cash back dalam transaksi jual beli motor pada dealer motor di 

PT. Alfa Scorpii Banda Aceh. 

 

D. Penjelasan Istilah 

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah ini, maka penjelasan 

istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran 

yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan 

dalam skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah 

ini antara lain : 

1. Analisis 

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diketahui bahwa analisis adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab 

duduk perkaranya dan sebagainya). Penguraian pokok atau berbagai 

bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat  dan pemahaman arti 

keseluruhan.
11

 

2. Cash Back 

Cash Back adalah penawaran dimana pembeli diberikan presentase 

pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu 

produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah 

ditentukan oleh pihak penyelenggara cash back.
12

 

3. Jual Beli 

                                                             
  11 Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1999), hlm. 98. 
12

 https://cashback.com/blog/perbedaan-cashback-dengan-diskon/ 
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Jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antar penjual dan pembeli, 

penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai 

mana pihak yang membayar harga barang yang telah membelinya.
13

 Jual 

beli adalah pertukaran suatu barang atas dasar suka sama suka  (rela) 

yang dibenarkan oleh syara’, sehingga harta (barang) yang ditukarkan 

menjadi hak milik untuk selama-lamanya. Tidak boleh melakukan tukar 

menukar dengan cara paksa atau memaksa kepada pihak lain untuk 

menjual atau membeli suatu barang demi kepentingan satu pihak saja, 

karena dalam Islam tidak dibenarkan hal yang sedemikian, karena hal 

tersebut sudah mengandung suatu kerusakan atau sudah nyata dilarang 

dalam Islam.
14

 

Jual beli ialah pertukaran satu barang dengan barang yang lain dengan 

cara yang tertentu (akad). Jual beli merupakan suatu proses pemindahan 

hak milik dari satu orang kepada orang lain.
15

 Menurut Hanafiah 

Pengertian jual beli secara definitif  yaitu tukar menukar harta benda 

dengan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui 

cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, 

dan Hambaliah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta 

pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
16

 

4. Non Tunai  

Jual beli motor secara non tunai adalah sebuah proses pemindahan hak 

milik berupa motor yang dianggap berupa harta kepada pihak lain 

                                                             
13

Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 196. 
14

Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jil.3, (Jakarta: Darul Fikri, 

2011),hlm.611. 
15

Muhibbuthabary, Fiqih Amal Islam, (Bandung: Aulia Grafika, 2012), hlm. 155-157. 
16

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2013), 

hlm.101. 
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dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang dibayar 

dengan kesepakatan kedua belah pihak saat melakukan akad.
17

 

5. Muqassah 

Muqassah merupakan potongan harga dari harga semestinya yang 

ditetapkaan oleh pihak penjual kepada pembeli dari harga yang 

semestinya ditetapkan dan diterima pembayaran dari pihak pembeli.
18

 

Dengan demikian muqassah ini menjadi suatu keringanan pembayaran 

harga jual yang ditetapkan oleh pihak penjual kepada pihak 

konsumennya dalam proses pembayara. 

5. Hukum Islam 

Istilah Hukum Islam berlafaz Arab, namun telah dijadikan bahasa 

Indonesia, Sebagai padanan dari fiqh Islam atau syariat islam yang 

bersumber  kepada Al-qur’an , As-Sunnah, dan Ijma’ para sahabat dan 

tabiin. Hukum Sebenar nya tidak lain adalah mengenai fiqh Islam atau 

syari’at Islam yaitu “hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan 

syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.
19

 

Menurut pendapat Hasbi Ash Shiddieqy, hukum Islam merupakan 

hukum yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah, yang 

ditetapkan secara jelas dan tegas. Hal ini tidak berarti hukum Islam 

bersifat statis, tetapi berkaitan dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah 

dan terus hidup. Adakalanya berkaitan dengan dasar kemasyarakatan, 

                                                             
17

Siti Khatijah, Jual Beli Jagung Secara Non Tunai di Kalangan Petani Kecamatan 

Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba’i Al-Dain, Skripsi, (Fakultas Syriah 

dan Hukum), hlm. 9 
18

www.fiqhislam.com/ekonomi-syriah/fatwa-dsn-mui/114690-023-fatwa-dewan-

syariah-nasional-no-23-dsn-mui-ii-2002-potongan-pelunasan-dalam-murabahah. 
19

 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka 

Rizki Putra,t.t), hlm. 29. 
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adakalanya pula berkaitan dengan suatu prinsip undang-undang yang 

tidak dapat diubah dengan perubahan masa.
20

 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena 

berfungsi untuk menjelaskan dan kedudukan atau posisi penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan 

merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah 

dilakukan. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian 

khusus mengenai Analisis Sistem Cash Back Pada Transaksi Jual Beli Motor 

Secara Non Tunai Dalam Perspektif Muqassa Pada Akad Jual Beli. Namun 

demikian terdapat beberapa tulisan lainnya yang secara tidak langsung berkaitan 

dengan Cash Back. 

Hasil penelitian Dian Maulana dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Discount Pada Matahari Mall Banda Aceh (Studi terhadap Penetapan 

Harga dan Taghrirnya)”. Dalam Skripsi ini Dian Maulana membahas tentang  

sistem discount pakaian pada Matahari Mall di Banda Aceh, Penetapan Harga 

dalam Transaksi Jual beli, discount dalam transaksi jual beli, Kajian Hukum 

Islam terhadap sistem discount pakaian pada Matahari Mall Banda Aceh. Hasil 

Penelitian pada skripsi Dian Maulana  menyatakan bahwa penetapan harga pada 

Matahari Mall Banda Aceh ditentukan oleh central Matahari Mall, tidak ada 

perbedaan penetapan harga yang dilakukan oleh central Matahari Mall Banda 

Aceh, baik untuk pakaian yang tidak diberi harga discount maupun pakaian 

yang mendapat harga discount. Tinjauan hukum Islam terhadap discount 

pakaian yang telah ditetapkan oleh Matahari Mall Banda Aceh dibagai menjadi 

dua, yaitu: Pertama, diperbolehan, karena rukun dan syarat pada akad jual beli 

                                                             
20 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31. 
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telah terpenuhi, syarat-syarat tersebut diantaranya mengenai penjual dan 

pembeli telah melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela. Mengenai objek 

jual beli merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau 

barang yang haram, merupakan hak milik penuh, objek jual beli dapat 

diserahterimakan, dan jumlah pembayaran diketahui oleh kedua belah pihak. 

Kedua, dilarang, karena terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu 

taghrir. Hal ini dtemukan dalam kartu member.
21

 

Hasil dari Penelitian Ziyana Wahyu Liana yang berjudul “Penerapan 

Pemberian Muqasah Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi 

Purwodadi”. Dalam Skripsinya, Ziyana Wahyu Liana membahas pembiayaan 

Murabahah dan Muqassah, Mekanisme pemberian Muqassah pada pembiayaan 

Murabahah dan kepatuhan fatwa DSN-MUI/No.23/III/2002. BPRS Gala Mitra 

Abadi dalam memberikan Muqassah kepada nasabah yang akan melunasi 

dipercepat sebelum jatuh tempo sudah memenuhui kepatuhan terhadap Fatwa 

DSN-MUI/No.23/III/2002, kepatuhan terletak pada nasabah yang diberikan 

Muqassah yaitu nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan Murabahah 

secara dipercepat. Selain itu kriteria yang akan diberikan oleh BPRS adalah 

kepada nasabah yang lancar dalam pembayaran angsuran. Muqassah tidak di 

perjanjiakan saat awal akad di BPRS Gala Mitra Abadi ketika melakukan 

pembiayaan.
22

 

Hasil dari Penelitian Elvira Ulfa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent menurut Konsep  Al-

‘urbun di PT. FIF Group-Banda Aceh”. Dalam Skripsinya, Elvira Ulfa 

membahas perjanjian Jual beli dengan Sistem Indent, jual beli dengan uang 

                                                             
21

Dian Maulana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Discount Pakaian Pada 

Matahari Mall di Banda Aceh (Studi Terhadap Penetapan Harga dan Taghrirnya”, Skripsi 

(Fakultas Syariah dan Hukum) hlm. 61-62. 
22

Ziyana Wahyu Liana,”Penerapan Pemberian Muqasah Pada Pembiayaan 

Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”, Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam, UIN Walisongo Semarang). 
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panjar (al-‘urbun) dan Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepeda motor 

dengan sistem indent menurut konsep al-‘Urbun. Tata cara jual beli indent di 

PT. FIF GROUP ialah dengan membayar uang dimuka sebagai tanda jadi dari 

pembeli kepada PT.FIF Group dengan menyerahkan sejumlah uang muka yang 

besarnya bervariasi, dan uang muka tersebut nantinya akan mengurangi harga 

sepeda motor yang telah dipesan kemudian pihak FIF memberikan pilihan 

kepada pihak pembeli untuk menentukan proses pembayaran, apakah dilakukan 

dengan cicilan (kredit) ataupun dilakukan dengan membayar lunas (cash). 

Apabila terjadi pembatalanyang dilakukan oleh pihak pembeli maka uang panjar 

yang diberikan akan hangus atau menjadi hak milik perusahaan. Hal tersebut 

terjadi karena data pembeli sudah diinput dan telah melakukan pembayaran 

dengan cicilan (kredit) maupun dilakukan dengan pemabayaran lunas (cash). 

Tinjauan hukum Islam menurut akad ba’i ‘urbun terhadap jual beli indent 

dibolehkan karena sistem yang diterapkan oleh perusahaan dalam transaksi 

indent tidak bertentangan dengan hukum Islam.
23

 

Hasil dari penelitian Veti Andriani, yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Pemberian Potongan Harga Melalui Member Card Terhadap Loyalitas 

Konsumen Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi pada Mall Ramayanan 

Tanjuang Karang)”. Dalam skripsinya, Veti Andriani membahas tentang 

mekanisme pemberian potongan harga melalui member card, pengaruh 

pemberian potongan harga melalui member card terhadap loyalitas konsumen 

dan tinjauan etika bisnis islam terhadap potongan harga melalui member card. 

Pemberian potongan harga melalui member card di Ramayanan Departemen 

Store Lampung belum semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis 

Islam seperti adanya unsur menaikan harga sebelum didiskon sehingga tidak 

sesuai dengan prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip tanggung jawab 

                                                             
23

Elvira Ulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan 

Sistem Indent Menurut Konsep Al-‘Urbun di PT. FiF Group Banda Aceh”, Skripsi (Fakultas 

Syariah dan Hukum). 
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dalam etika bisnis Islam, karena adanya kebebasan konsumen untuk membeli 

atau tidak produk yang didiskon melalui member card, serta terdapat kotak surat  

kritik dan saran, yang memberikan kebebasan konsumen untuk memberikan 

kritik dan saran potongan harga melalui member card Ramyanan.
24

 

Hasil penelitian Ainin Faricha, yang berjudul “ Analisis Fatwa DSN MUI 

No.23/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penalti Nasabah Yang Melunasi Utang 

Sebelum Jatuh Tempo Di BRI Syariah KCP Bojonegoro”. Dalam skripsinya, 

Ainin Faricha membahas tentang Penggenaan penalti pada nasabah yang 

melunasi utang sebelum jatuh tempo tidak sesuai dengan fatwa MUI No. 

23/DSN-MUI/III/2002 mengenai potongan pelunasan dalam murabahah 

dijelaskan bahwa jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan 

pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepkati, maka 

LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran. Seharusnya 

nasabah yang mampu melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo 

bisa mendapat potongan pelunasan. Justru sebaliknya nasabah yang mampu 

melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuhtempo dikenakan penalti sebesar 

2 (dua) kali margin yang mana biaya pokok ditambah dengan dua kali margin.
25

 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

ialah penelitian diatas menjelaskan tentang pemotangan harga yang terjadi pada 

awal akad atau dengan kata lain diskon yang langsung diberikan pada saat 

pembelian cash namun penelitian yang akan penulis lakukan mengenai 

pemotongan harga yang diberikan dalam melunasi pembiayaan berangsuran 

(cicil) dengan demikian keringanan tersebut berupa cash back dengan 

menggunakan muqassah pada akad jual beli. 

                                                             
24

Veti Andriani, “Analisis Pengaruh Pemberian Potongan Harga Melalui Member 

Card Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Study pada Mall 

Ramayanan Tanjung Karang)”, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan 

Lampung). 
25

Ainin Faricha, Analisi Fatwa DSN MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penalti 

Nasabah Yang Melunasi Utang Sebelum Jatuh Tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro, Skripsi 

(Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya). 
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F. Metode penelitian 

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat 

untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode penelitian ini 

memerlukan data yang lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawaban 

dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti. Metode 

penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan 

penelitian ilmiah ini.  

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini 

menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisi dan 

memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang 

berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, dilihat dan 

didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan 

buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.
26

 Melalui metode deskriptif 

analisi  penulis akan menganalisis secara sistematis  mengenai pemotongan 

harga dalam transaksi jual beli motor secara non tunai, kemudian menganalisis 

praktik sistem cash back yang dilakukan oleh pihak dealer dan leasing serta 

manfaat dan keuntungan dari sistem cash back dalam transaksi jual beli motor 

secara non tunai oleh para pembeli. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis 

berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (library research) 

dan pengumpulan data lapangan (field research). 

3. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui 

studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber 
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dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal-

peroidikal, majalah-majalah dan dokument-dokument yang berkaitan dengan 

permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan website dalam 

rangka mendapatkan yang berhubungan dengan penelitian.
27

 

4. Penelitian Lapangan (field research) 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk 

memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi 

responden.
28

Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan 

mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung pada dealer 

sepeda motor PT. Alfa Scorpii Banda Aceh, kemudian melakukan penelitian 

serta mengumpulkan data-data atau informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, data adalah bahan keteranga suatu objek penelitian yang 

diperoleh di lokasi penelitian.
29

 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah dengan wawancara (interview) dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

antaranya pewawancara (interviewer) dengan pihak yang 

diwawancara (inerviewee) sebagai pihak yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan.
30

 Wawancara dilakukan dengan para 

costumer servis, sales dan sebagai pihak yang bekerja PT. Alfa 

                                                             
27

Abdurrahman Fathoni, Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96. 
28

Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, ED 1, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hlm. 32. 
29

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199. 
30

Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 187.  
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Scorpii serta mewawacarai konsumen yang membeli sepeda motor 

secara non tunai yang meperoleh cash back juga. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah 

cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang 

merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

cash back pada dealer sepeda motor PT. Alfa Scorpii serta sistem 

pemberian potongan harga pada transaksi jual beli motor secara non 

tunai. 

6. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannnya untuk mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.
31

 Adapun yang 

menjadi instrumen data adalah wawancara yang berisikan daftar pertanyaan 

yang akan diajukan terhadap objek penelitian dan penulis menggunakan 

instrumen yang mendukung dalam proses penelitian seperti kamera, alat 

perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan informan serta 

data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan. 

7. Langkah-langkah analisis data 

Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisis dan ditarik 

kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data aktual dan faktual. Setelah 

semua data penelitian diperoleh dan terkumpul selanjutnya data tersebut 

dianalisis. Adapun langkah pertama dalam menganalisis data penelitian ini 

adalah editing, yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, 

meliputi pemeriksaan kelengkapan data, relevans dan konsistensi jawaban. 

Setelah proses editing dilakukan kemudian proses coding, yaitu mengklasifikasi 

jawaban responden menurut jenisnnya dengan cara menandai masing-masing 
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Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149. 
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jawaban dengan kode tertentu.
32

 Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan 

untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan 

teori. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka 

penulis menggunakan sistematika pembehasan yang terbagi dalam empat bab, 

yaitu: 

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal 

dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode 

Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

Bab dua membahas tentang Konsep Jual Beli Non Tunai dalam Fiqih 

Muamalah yang terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Non Tunai, 

Rukun dan Syarat Jual Beli Secara Non Tunai, Konsekuwensi Transaksi Jual 

Beli Non Tunai Terhadap Para Pihak dan Pendapat Fuqaha Tentang Perbedaan 

Harga Pada Transaksi Jual Beli Tunai Tunai. 

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang Analisis Sistem 

Cash Back pada Transaksi Jual Beli Motor secara Non Tunai di PT. Alfa Scorpii 

Banda Aceh yang terdiri dari, Gambaran umum PT. Alfa Scorpii Banda Aceh, 

Sistem Perjanjian Cash Back pada Transaksi Jual Beli Motor secara Non Tunai 

di PT. Alfa Scorpii Banda Aceh, Mekanisme Penetapan Harga dan Pemberian 

Potongan Harga Terhadap Pembeli Motor secara Non Tunai di PT. Alfa Scorpii 

Banda Aceh dan yang terakhir membahas Perspektif Hukum Islam Terhadap 

Sistem Cash Back Pada Transaksi Non Tunai di PT. Alfa Scorpii. 

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran 

sebagai tahap akhir dari pembahasan ini. 
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Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 56. 
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BAB DUA 

KONSEP JUAL BELI NON TUNAI DALAM FIQIH 

MUAMALAH 

 
A. Jual Beli Non Tunai Dalam Fiqh Muamalah 

1. Pengertian Jual Beli dan jual beli Non Tunai 

Jual beli sebagai transaksi yang mengharuskan pihak pertama untuk 

menyerahkan objek transaksi kepada pihak kedua, pihak pembeli juga harus 

menyerahkan harga transaksi kepada pihak penjual sesuai kesepakatan. 

Transaksi jual beli ini telah menjadi salah satu akad yang paling banyak 

digunakan baik sebagai perbuatan hukum untuk bisnis maupun untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup. Secara literal dalam bahasa Arab jual beli 

diistilahkan dengan al-ba’i yang berarti menjual, mengganti dan menukar 

sesuatu dengan sesutau yang lain. Lafalal-ba’ dalam bahasa Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira’ (beli). Dengan 

demikian kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
1
 

Sedangkan arti secara terminologi, jual beli ini memiliki berbagai 

definisi yang telah diformulasikan oleh fuqaha. Berikut ini penulis paparkan 

beberapa definisi jual beli dalam berbagai mazhab, yaitu: Menurut mazhab 

Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli 

memiliki dua arti :
2
 

a. Arti khusus, yaitu 

ونحوهما اومبادلة السلعة بالنقد  اونحوهعلى ( الذهب والففضة ) وهوبيع العين با لنقدين 
 وجه مخصوص

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) 

dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau 

semacamnya menurut cara yang khusus. 
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b. Arti umum, yaitu 

فالمال يشمل ما  كان ذاتا او نقدا, وهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص  
Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang 

khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
3
 

Menurut Mazhab Malikiyah, seperti halnya ulama Hanafiyah, 

menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti 

khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut.
4
 

a. Arti umum, yaitu 

 فهو عقد معا وضة على غير منا فع ولا متعة لذة
 Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbal balik) atas selain manfaat 

dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. 

b. Arti Khusus, yaitu 
معاوضة على غيرمنافع ولا متعة لذة ذومكايسة احد عوضيه غير ذهب فهو عقد 

 ولافضة معين غير العين فيه
Jual beli adalah akad mu’awadah (timbal balik) atas selain manfaat dan 

bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah 

satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan 

bukan utang. 

Dalam Mazhab Syafi’iyah definisi yang menjelaskan tentang jual beli 

sebagai transaksi bisnis yaitu:
5
 

عقد يتضمن مقا بلة مال بمال بشر طه الاتي لاستفا دة ملكا عين  أو منفعة : وشرعا 
 مؤ بدة

Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-

menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti 

                                                             
3
Ali Fikri, Al-Mu’amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyyah, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy 

Al-Halabiy, 1357 H), hlm. 9. 
4
Ibid, hlm. 10. 

5
Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, Nihayat Al-Muhtaj, (Beirut: Darul Al-Fikr, 2004), 

hlm. 372. 
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untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu 

selamanya. 

Menurut Mazhab Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai 

berikut 

اومبا د لة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التا بيد , معنى البيع في اشرع مبا د لة مال بمال
 غير ربا أو قرض

Pengertian Jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta 

dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan 

manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan 

utang. 

 Dari beberapa definisi di atas dari ke 4 mazhab, dapat dipahami bahwa 

jual beli merupakan transaksi tukar menukar harta antara penjual dan pembeli, 

dalam hal ini pihak penjual menyerahkan objek transaksi yang dibutuhkan oleh 

pihak pembeli, sedangkan pihak pembeli menyerahkan harga pembelian produk 

kepada pihak penjual sebagai tanda pelunasan harga yang ditetapkan oleh pihak 

penjual. 

Selain definisi dari kalangan imam mazhab, berikut ini penulis paparkan 

juga beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mutaakhirin  tentang jual 

beli, di antaranya yaitu:  

1. Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ mengatakan bahwa jual beli adalah 

tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi 

kepemilikan. 

2. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni mendefinisikan jual beli dengan tukar-

menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan 

menerima hak milik.
6
 Kata bay’ adalah pecahan dari kata baa’un (barang), 

karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan 

maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya 

berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (bay’) 
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dinamakan safaqah yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat 

tangan. 

3. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai suatu pertukaran harta 

dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti 

yang dapat dibenarkan oleh syara’.
7
 

4. Muhammad  bin Ismail  al-Kahlani mendefinisikan jual beli sebagai sesuatu 

pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar’i dan saling rela.
8
 

5. Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari mendefinisikan jual beli sebagai 

tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu.
9
 

Jual beli sebagai transaksi pemindahan kepemilikan harta dan memiliki 

hak mutlak untuk  tasharruf   harta, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk 

baik secara tunai, non tunai maupun cicilan. Dalam kajian ini penulis fokuskan 

pada transaksi non tunai baik pelunasannya dalam satu tempo waktu maupun 

dilakukan secara angsuran.  

Dalam literatur fiqh muamalah,  akad jual beli non tunai ini diistilahkan 

dengan ba’i al-dain, sebagai istilah tersendiri untuk transaksi jual beli non tunai. 

Meskipun dalam literatur fiqh juga dikenal dengan ‘aqd al-qardh  sebagai 

transaksi utang piutang yang didasarkan pada peminjaman harta yang 

menghabiskan objek dan penggantian dengan objek lainnya secara 

terstandarisasi nilainya.     

Dalam skripsi ini, fokus pembahasannya lebih menitik beratkan pada 

transaksi jual beli secara non tunai  yang merupakan sinonim dari utang (al-

dayn). Dengan demikian, penulis lebih mendetilkan  pembahasan sebagai 

konsep dari tentang ba’i al-dayn. Istilah al- dayn dari segi bahasa berasal dari 
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perkataan (ناد) yang bermaksud tunduk (عضخ), patuh (لذ) dan taat (عاطأ). 

Komposisi dari kata atau istilah ini merujuk kepada sesuatu yang berbentuk 

harta yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang lain yang 

menghendakkan orang yang diberikan harta tersebut untuk memulangkan dan 

mengembalikan harta tersebut kepadanya (yang memberi) semula. 
10

 

Secara bahasa qardh diartikan dengan al-qath’u yang berarti potongan, 

dikatakan dengan qardh karena hal tersebut merupakan potongan dari harta 

orang yang memberikan pinjaman (muqaridh)
11

. Sedangkan qardh menurut 

bahasa dalam buku fiqih Imam Syafi’i berarti “membagi”. Ia kadang 

menggunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” 

dan bentuk masdar dengan makna “peminjaman”.
12

 

Dalam kamus Al-Misbah, qardh merupakan “qaradhtu al-syai’a 

qardhan” yang berarti saya memotong atau memutuskannya. Kata ini biasanya 

digunakan pada jenis harta yang diberikan kepada orang lain untuk 

dikembalikan. Dinamai qardh karena si pemilik memotong  hartanya.
13

 Kata 

qardh menurut syara’ ialah memberikan harta kepada seseorang dengan 

perjanjian  dia akan membayar atau mengembalikan gantinya dengan jumlah 

yang sama.
14

 

Dalam hukum Islam, ‘ain adalah suatu hak kebendaan yang terkait 

langsung dengan benda tertentu, bukan benda lain. ‘ain di samping mencakup 

hak kebendaan dalam pengertian hukum Barat baik dalam sistem hukum Anglo 
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Saxon maupun Continental meliputi pula hak-hak yang timbul dari perikatan 

yang objeknya adalah benda atau harta tertentu. Di pihak lain, terdapat pula hak-

hak yang tidak dikaitkan langsung kepada benda atau sesuatu tertentu, 

melainkan kepada sejumlah uang atau benda yang memiliki standar harga  yang 

ada persamaannya dalam bentuk nilai tertentu seperti emas dan perak yang 

berada dalam tanggung jawab pihak debitur. Hak seperti ini dalam hukum Islam 

disebut dain (utang).
15

Perkataandainmenurut perundangan Islam mencakup 

ruang lingkup yang amat luas yaitu mencakup bayaran kepada harga barang, dan 

juga  bayaran kepada qardh (hutang).  

Dikalangan para Imam Mazhab, qardh didefinisikan oleh Ulama’ 

Hanafiah sebagai berikut : 

هُوَ مَا تُ عْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لتَِتَ قَاضَا هُ، أَوْبِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوْصٌ يَ ردُُّ الَْقَرْضُ 
 عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِِخَرَ ليَِ ردَُّ مِثْ لَهُ 

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli 

untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan 

yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk 

menyerahkan harta (mal al-mitsli) kepada orang lain untuk kemudian 

dikembalikan persis seperti yang diterimanya.
16

 

 Dengan demikian qardh ini hanya berlaku pada mal al-mitsli karena 

pada penggunaan harta yang diutangi tersebut harus memiliki kesepadanan 

objek di pasaran sehingga ketika pihak peminjam atau pengutang akan 

mengembalikan utangnya maka dapat mencarinya di pasar, karena objek 

tersebut dapat dicari objek yang serupa.  

Imam Mazhab Hanabilah sebagai dikutip oleh Ali Fikri memberikan 

definisi qardh sebagai berikut : 

 الَْقَرْضُ دَفْعً مَالٍ لِمَنْ يَ نْتَفِعُ بِهِ وَيَ ردُُّ بَدَلَهُ 
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Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya 

dan kemudian mengembalikan penggantinya.
17

 

Dari definisi-definisi diatas, dapat diambil intisari bahwa qardh adalah 

suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau 

barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang 

atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak 

pertama. Baik Hanafiah dalam definisi yang pertama, maupun Hanabilah, 

keduanya memandang bahwa qardh diartikan sebagai harta yang diberikan oleh 

muqridh kepada muqtaridh, yang pada suatu saat harus dikembalikan. Hal ini 

seperti yang dikemukakan  oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat Syafi’iyah : 

يْءِ : الشا فعيّة قالوا  الْمُقْرَضُ الَْقَرْضُ يطُْلَقُ شَرْعًا بمعَْنَى الشَّ  
Syafi’iyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara’ 

diartikandengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada 

suatu saat harus dikembalikan). 

Menurut Imam Mazhab Maliki, qardh adalah pembayaran dari sesuatu 

yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Jadi  

Menurut  para ulama, Hanafiyah berpendapat qard adalah harta yang memiliki 

kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Dengan kata lain 

suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki 

kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. 

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan qard sebagai bentuk pemberian harta 

dari seorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan 

yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, 

dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut 

mencakup harta mitsliyat, hewan dan barang dagangan.
18

 

Sayid Sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut : 
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. الَْقَرْضُ هُوَالْمَالُ الَّذِيْ يُ عْطِيْهِ الْمُقْرِضُ الْمُقْتََِضُ ليَِ ردَُّ مِثْ لَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهِ   
Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) 

kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan 

kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu 

membayarnya.”
19

 

Sayyid Sabiq mendefinisikan qardh adalah harta yang diberikan oleh 

kreditur (pemberi hutang) kepada debitur (pemilik hutang), agar debitur 

mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu. 

Qard merupakan akad khusus pemberian harta mitsli kepada orang lain dengan 

adanya kewajiban pengembalian semisalnya. 
20

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan 

dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau 

cicilan dalam jangka waktu tertentu.
21

 

Fatwa DSN-MUI mengemukakan qardh adalah pinjaman yang diberikan 

kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
22

 Maka qardh juga dapat 

dipahami sebagai pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada 

pihak lain, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan 

bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut 

sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi 

usaha yang dijalankannya.
23

 

Dalam bahasa Indonesia qardh dikenal dengan istilah kredit yang 

diadopsi dari kata crade (Romawi), dan credit (Inggris). Objek dari pinjaman 

qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi 
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pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari 

pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok 

hutang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.
24

  

Dalam istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah 

al- dain (jamaknya al-duyun) dan al-qardh. Dalam pengertian yang umum, 

utang  piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan 

secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan 

mudayanah atau tadayun. Hutang-piutang sebagai sebuah transaksi yang bersifat 

khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini 

adalah al-qard .Dengan demikian cakupan tadayun lebih luas dari pada al-

qardh. Secara bahasaal-qardh berarti al-qath’ (terputus). Harta yang 

dihutangkan kepada pihak lain dinamakan qardh karena ia terputus dari 

pemiliknya
25

. 

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan 

sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama 

dengan itu. Pengertian “sesuatu” dari definisi diatas mempunyai makna yang 

luas, selain berbentuk uang juga dapat dalam bentuk barang, asalkan barang 

tersebut habis karena pemakaian. 

Bai’ al-dayn merujuk kepada pembiayaan hutang.Di dalam prinsip ini 

pembiayaan dibuat berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan pembiayaan 

digunakan bagi tujuan pengeluaran, perdagangan. Keputusan DPS pada awal 

operasinya bank syariah berdasarkan keadaan darurat dimana bank syariah 

masih sebagai pemain tunggal sehingga, bank syariah diijinkan dengan 

memanfaatkan excess (kelebihan) atau idle fund dengan menggunakan 

perangkat al-dayn. Ketentuan-ketentuan al-dayn adalah:  
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1. Nasabah yang telah menerima fasilitas jual beli dari bank syariah akan 

mengeluarkan surat hutang (promissory note), sementara bank syariah 

sendiri tidak dapat menerbitkan surat hutang, maka promissory note 

(surat hutang) di endorse dan menjadi underlyingtransaction untuk 

menerima dari bank konvensional.  

2. Adapun kompensasi dalam penempatan dana (placing) dan penerimaan 

dana (talking) masih mengacu pada hitungan yang ditetapkan oleh pihak 

countetpart (bank konvensional), dimana bank syariah (pada waktu itu) 

harus mengoptimalkan kelebihan dananya dan masuk sebagai pandatang 

baru dengan sistem yang belum dikenal oleh bank konvensional. 

Bai’ al-dayn merupakan jual beli dengan cara diskonto atas piutang atau 

tagihan yang berasal dari transaksi jual beli barang dan atau jasa. Dalam 

pelaksanaanya, prinsip ini dilakukan antara lain untuk pembelian: wesel dagang, 

wesel ekspor dan tagihan dalam rangka anjak piutang
26

. 

Para fuqaha menggunakan istilah al-dayn ini dengan pengertian yang 

khusus. Fuqaha mazhab Hanafi mentakrifkan al-dayn seperti yang berikut : 

 عبارةعمايشبت في ال في معاوضة أوإتلاف أو قرض
Sesuatu yang sabit atas tanggungan seseorang dari pada harta tertentu 

dengan sebab berlakunya akad pertukaran atau kerusakan barang atau 

karena hutang.
27

 

 Fuqaha mazhab Hanafi beranggapan hutang itu adalah sesuatu 

yangbersifat mal hukmi (satu bentuk harta yang tidak boleh dilihat), dan ia 

dianggap sebagai harta kerana keperluan dan hajat manusia kepadanya dalam 

urusan muamalat mereka seharian.
28
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 Mayoritas fuqaha dari mazhab Syafi‘i, Maliki dan Hanbali pula 

mendefinisikan al-dayn dalam bentuk yang lebih umum daripada fuqaha 

mazhab Hanafi yaitu : 

 عبارةعنمايثبتفيالذمةمنمال  بسبب يقتضي ثبوته 
Sesuatu yang tsabit atas tanggungan seseorang dari pada harta dengan 

berlakunya sebab-sebab yang menentukan pensabitannya
29

 

Hammad menjelaskan lagi bahwa semua hutang yang berkaitan dengan 

harta sama ada yang bersifat harta sebenar (‘ain maliyyah) atau pun yang 

bersifat manfaat ataupun yang merupakan hak Allah seperti zakat turut termasuk 

dalam pengertian ini.
30

 

Bay‘ al-dayn dita’rifkan sebagai menjual hutang yang telah sabit pada 

tanggung jawab seseorang bagi melepaskan tanggungan orang yang berhutang 

tersebut atau menjual hutang yang sabit pada tanggung jawab seseorang kepada 

pihak yang ketiga.
31

 

Sano, menjelaskan bahwa kebiasaannya penjual hutang akan menjual 

hutangnya pada harga diskon kerana pembeli sama ada pemberi hutang atau 

pihak ketiga tidak akan membeli hutang tersebut jika harga tidak dikurangkan.
32

 

Oleh itu beliau berpendapat kontrak Bai’ al-dayn ini boleh dikategorikan 

sebagai salah satu daripada kontrak jual beli dalam Islam yaitu jual beli diskon 

(Bai‘ al-wad‘iyyah) atau juga sebagai jualan pada harga kos (bay‘ al-tawliyah) 

jika pembeli membeli hutang tersebut pada harga kos. 

Keharusan melakukan aktiviti berhutang (al-dayn) diterangkan dalam 

Al- Qur’an: 
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نَكُمْ كَا    ى فَاكْتبُُوهُ   وَلْيَكْتُب ب َّي ْ تِبٌ يأََي ُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواإِْذَتَدَ اينَتُم بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ  مُّسَمًّ
 باِلْعَدْلِ 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu 

urusan dengan hutang piutang (yang diberi tempoh) hingga ke suatu 

masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis(hutang dan masa 

bayarannya)itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menulisnya dengan adil (benar)”...(Surah al-Baqarah, 3:282) 

 Menurut Al-Jassas,
33

al-dain dalam ayat di atas merangkumi semua jenis 

kontrak-kontrak hutang (تانيادلمادوقع) yang diharuskan penangguhan padanya. Ayat 

ini juga menyuruh supaya dicatatkan setiap transaksi hutang piutang oleh 

pencatat yang adil. 

Lafaz al-dain di dalam hadis pula merujuk kepada dua 

pengertian.Pengertian yang pertama bersifat umum merangkumi hak-hak Allah 

dan hak-hak manusia. Antaranya ialah sabda Rasulullah SAW kepada seorang 

lelaki yang bertanya tentang hukum mengqada' puasa bagi ibunya yang telah 

mati: 

  نعم فدين الله أ حق أن يقضى
Ya, maka hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan

34
 

  

2. Dasar Hukum Jual Beli Non Tunai  

Akad qardh sebagai akad transaksi hutang piutang atau pinjam 

meminjam yang dikategorikan dalam akad tabarr’ (kebajikan) atau akad 

ta’awun (pertolongan)  yang merupakan akad untuk saling tolong-menolong 

serta saling membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Saling tolong 

menolong dalam melakukan kebajikan, termasuk utang piutang yang memiliki 
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esensi finansial untuk memenuhi hajat hidup seseorang, dianjurkan sehingga 

hukumya boleh dan dibenarkan secara syariat. 

Dasar hukum bolehnya transaksi hutang piutang dapat dilihat dalam Al-

Qur’an, Hadist, Ijma dan kaidah Fiqh. 

 Dasar Hukum Al-Qur’an 

1. Surat Al-Hadid ayat 11 

(١١)مَنْ ذَاالَّذِى يُ قْرِضُ الَله قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْركٌَرِيٌْْ   
Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman  itu untuknya, 

dan dia akan memperolah pahala yang banyak. 

Ayat ini menjelaskan hakikat infak yang dilakukan karena Allah.Yaitu 

bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat 

ganda. Sebagai imbalanya Allah akan melipat gandakan pembayaran dan 

balasannya dengan pelipatgandaan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahan 

lebih, untuknya diakhirat dan juga di dunia, disamping itu juga pahala yang 

mulia yakni menyenangkan dan memuaskannya. Ulama menyebut sekian 

banyak syarat guna terpenuhinya apa yang dinamai qardh hasan.
35

 

Selanjutnya dalam Surat Al-Baqarah 245 Allah berfirman: 

رَةً وَاللهُ يَ قْبِضُ وَيَ بْصُطْ وَالَِيْهِ  مَنْ ذَاالَّذِيْ يُ قْرِضُ الله قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَعِفَه لَه اّضْعَا فًا كَثِي ْ
(٥٤٢)تُ رْجَعُوْن   

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan 

meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan 

kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. 

Penjelasan mengenai ayat ini sebagaimana dalam tafsir al-Thabari Abu 

Ja’far berpendapat bahwa, pinjaman adalah memberikan harta yang dimiliki 

kepada orang lain agar dibayarkan serupa jika diminta kembali. Maka disaat 

                                                             
35

 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 22. 



32 
 

 

pemberian seseorang kepada orang yang memerlukan dijalan Allah itu tidak lain 

memberikannya karena mengharap limpahan pahala yang dijanjikan oleh Allah 

baginya dihari kiamat, maka disini juga dsebutkan pinjaman karena arti 

pinjaman dalam bahasa arab adalah seperti itu.
36

 

2. Surah Al-Baqarah 280 

رلَُّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُوْنَ  (٥٨٢)وَاِن كاَنَ ذُوْعُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ اِلََ مَيْسَرَةٍ وَانَْ تَصَدَّ قُ وْا خَي ْ  
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan.Dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk bersabar dalam 

menghadapi orang yang berhutang dalam kesukaran, yakni mereka yang tidak 

mempunyai harta untuk membayar hutangnya yaitu bukan sebagaimana yang 

dilakukan pada masa jahiliyah, salah seorang diantara mereka berkata kepada 

orang yang berhutang, ketika masa pembayaranya telah tiba, “Bayar hutang 

sekarang atau engkau akan menambah bunganya”. Kemudian dalam ayat ini 

Allah melanjutkan untuk menghapus sebagian hutang mereka, dan Allah 

menjanjikan atas itu semua kebaikan dan pahala yang melimpah.
37

 

Ayat-ayatdiatas tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan 

perbuatan qardh (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya 

adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi muqridh(orang yang 

memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan 

bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. 

Dari sisi muqtaridh,hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan 

dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan 

barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 
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dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.
38

Dasar Hukum 

Hadist  

 1. HadistIbnu Mas’ud 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُ قْرِضُ مُسْلِمًا قَ رْضًا : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلىَّ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ 
(رواه ابن ماجه )  مَرَّتَ يْنِ إلّا كَانَ كَصَدَ قَتِهَا مَرَّةً   

Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi saw, bersabda: Tidak ada  

seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua 

kali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majjah)
39

 

2. Hadist Anas bin Malik 

لَةَ أسُْريَِ بِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاَلَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَهِ : عَنْ أنََسِ بْنِ مَاِلٍك قَلَ  رأَيَْتَ لَي ْ
ا عَلَى باَبِ الْْنََّةِ مَكْتُوباً الصَّدَقةُ بعَِشْرِ أمْثاَ لِِاَ وَالْقَرْضُ بثَِمَانيَِةَ عَشَرَ فَ قُلْتُ ياَ جْبََيِلُ مَ 

ا ئَلَ يَسْالُ وَ  عِنْدَهُ وَالْمُسْتَ قْرِضُ لَا باَلُ الْقَرْضِ أفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَا لَ  لَأنَّ السَّ
مَنْ حَاجَةٍ  (رواه ابن ماجه )  يَسْيَ قْرِضُ إِلاَّ  

 Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah bersabda: “Aku 

melihat pada waktu malam diisra’kan, pada pintu surga tertulis, 

sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku 

bertanya, wahai Jibril, mengapa qardh lebih uatama dari sedekah?Ia 

menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan 

yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR. 

Ibnu Majah)
40

 

 Dari hadist-hadist tersebut dapat dipahami bahwa qardh (hutang 

piutang) merupakan perbuatan yang diajurkan, yang akan diberikan imbalan 

oleh Allah. Dalam hadist pertama dan kedua dijelaskan bahwa memberikan 

hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu 

kali.
41

 Dalam hadist tersebut juga dijelaskan bahwa dalam islam memberikan 
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hutang kepada orang lain yang benar-benar memerlukan merupakansalah satu 

bentuk kebaikan yang bernilai ibadah, disamping itu Allah juga akan menjamin 

kemudahan kepada orang yang suka menolong orang lain.
42

 

2. Hadits Abu Hurairah 

سَ عَنْ مُؤمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ : عَنْ أَبِْ هُرَيْ رَة عَنْ النَبِْ صَلىَ ألَلُهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَاالَ   مَنْ نَ فَّ
سَ اللهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ ا رَاللهُ عَلَيْهِ الدُّ نْ يَا نَ فَّ نْ يَايَسَّ رَعَلىَ مُعْسِرٍفِِ الدُّ لْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ

نْ يَا وَالِْخِرَةِ، وَمَنْ سَتَ رَ عَلىَ مُسْلِمٍ فيْ الدُّ نْ يَا سَتَ رَ اللهُ عَلَيْهِ في الدُّ نْ يَا وَالَأخِرَةِ   وَاللهُ فِِْ الدُّ
(رواه التَ مذي )  عَوْنِ أخِيْةِ  فيْ عَوْنِ الْعَبْدُماَ دَامَ الْعَبْدِ فيْ   

 Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Barang siapa 

yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah 

akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa 

yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami 

kesulitan dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya 

di dunia dan di akhirat; dan barang siapa yang menutup ‘aib seorang 

muslim di dunia, maka Allah akan menutupi ‘aibnya di dunia dan di 

akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba 

itu menolong saudaranya”. (HR. At-Tarmidzi)
43

 

 Dalam hadist ini disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan 

bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka allah akan memberikan 

pertolongan kepadanya didunia dan akhirat. Hal tersebut berarti bahwa qardh 

(memberikan hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji 

karena bisa meringankan beban orang lain.
44

 

B. Rukun dan Syarat Jual Beli Non Tunai 

Kenaikan nilai suatu barang sebagai konsekuensi dari keringanan yang 

diberikan dalam pembayaran atau yang bisa dikenal dengan jual beli kredit 

merupakan sesuatu yang dibolehkan berdasarkan hukum Islam. Ini adalah 

pendapat yang kuat dari keempat mazhab yang ada.Sebagaimana Islam juga 
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tidak melarang suatu akad yang didalamnya terdapat manfaat bagi manusia dan 

juga tidak mengandung kemudharatan atau bahaya. Legalisasi jual beli kredit ini 

juga sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh akal manusia serta diperkuat oleh 

teori teori ekonomi yang mengatakan bahwa waktu memiliki pengaruh terhadap 

nilai mata uang. Jual beli kredit ini tentunya dibolehkan bila berbeda dalam 

transaksi yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran syari’at. 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jua 

beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’.Dalam menentukan rukun jual beli, 

terdapat perbedaan pendapat ulama Hafiah dengan jumhur ulama.Rukun jual 

beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari 

pembeli) dan qabul (menjual dari penjual).
45

 Menurut mereka yang menjadi 

rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk 

melakukan transaksi  jual beli. 

 Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab kabul, 

terkecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan mua’thah (saling 

memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. 

Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena 

ketentuanny tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya dan 

bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut. 

 Ketentuan akad jual beli mengharuskan adanya keredhaan (saling rela) 

dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan cara lain 

yang dapat menunjukan sikap ridha, atau berdasarkan makna hak milik. Seperti 

ucapan seorang penjual: aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu, 

atau ucapan pembeli: aku beli, aku terima dan aku rela. 

 Akan tetapi karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit 

untukdiindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang 

menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual. 

Menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling 
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memberikan barang danharga barang (taraadhi) jumhur ulama menyatakan 

bahwa rukun jual beli itu adaempat, yaitu: 

a. Orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli) 

b. Sighat (lafad ijab dan qabul) 

c. Barang yang dibeli 

d. Nilai tukar pengganti barang.
46

 

Menurut ulama Hanafiah, rukun qardh adalah ijab dan qabul. Sedangkan 

menurut jumhur Fuqaha rukun qardh ada 3, yaitu: 

1. Aqid, yaitu orang yang bertransaksi (muqridh dan muqtaridh) 

2. Ma’qud ‘alaih, barang yang dipinjamkan  

3. Shighat, yaitu ijab dan qabul
47

 

Di antara kondisi penting yang membolehkan jual beli ini adalah adanya 

kesepakatan kedua belah pihak ketika terjadi akad jual beli kredit, baik 

kesepakatan dalam hal waktu, cara pembayaran serta kesepakatan dalam jumlah 

harga secara umum. Syeikh Sulaiman Ibn Turki At Turki, seorang ulama Saudi 

dalam bukunya ‘jual beli kredit dan hukum-hukumnya’ menyebutkan beberapa 

syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit agar jual beli tersebut berjalan 

sesuai dengan hukum syar’i. Syarat-syara itu adalah sebagai berikut:
48

 

1. Jual beli kredit tidak boleh menjadi sarana dalam melakukan transaksi 

ribawi. Di antara contoh yang jelas dalam kasus ini adalah jual beli ‘inan 

2. Penjual adalah pemilik barang, karenanya seorang penjual tidak boleh 

menawarkan kredit kepada orang lain terhadap barang yang tidak 

dimilikinya, dengan niat apabila terjadi kesepakatan dengan pembeli 
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maka penjual akan membelinya lalu memberikan barang tersebut kepada 

pembeli. 

3. Barang-barang yang ditawarkan berada dalam kekuasaan pedagang, 

sehingga kepemilikan barang saja tidak cukup, akan terapi penjual harus 

menguasai barang yang akan dijual secara kredit dengan kekuasaan yang 

sesuai dengan jenis barangnya sebelum barang tersebut ditawarkan 

dalam jual beli. 

4. Kedua alat transaksi baik harga maupun barang tidak termasuk dalam 

jenis barang yang di antara keduanya dapat terjadi riba nasi’ah. Hal ini 

bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara jual beli kredit dengan 

tenggang waktu kewajiban pembayaran, karena tidak adanya kesamaan 

dalam sebab-sebab riba 

5. Harga dalam jual beli kredit harus berbentuk hutang bukan barang 

karena  harga dalam jual beli kredit harus dibayar dalam masa tenggang, 

dan tidak dikatakan masa tenggang kecuali pada hutang-hutang yang 

menjadi kewajiban seseorang bukan pada barang. 

6. Barang yang dijual harus langsung diterima oleh pembeli dan tidak boleh 

ditunda penerimaannya, karena jika barang yang dijual ditunda 

penerimaannya sedangkan harga juga tunda,maka akan menimbulkan 

jual beli hutang dengan hutang yang dilarang dalam agama Islam. 

7. Tempo pembayaran harus jelas dengan merinci jumlah kewajiban 

angsuran dan waktu pelaksanaan setiap angsuran serta keseluruhan masa 

angsuran. Hal ini harus ditetapkan secara rinci agar tidak terjadi kesalah 

pahaman diantara kedua belah pihak 

8. Jual beli kredit harus sempurna dan berdiri sendiri. Tidak dibenarkan 

mengaitkan akad jual beli lain pada setiap angsuran.  

Adapun yang menjadi syarat dari rukun qardh adalah: 

1. ‘Aqid (orang yang bertransaksi) 
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‘Aqid yaitu orang yang memberi pinjaman (muqridh) dan orang yang 

meminjam (muqtaridh). Untuk keduanya disyaratkan hal-hal sebagai 

berikut: 

a). Al-rusyd, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi ini sudah 

baligh, agamanya baik dan mampu mengelola harta. Oleh karena 

itu, memberi atau meminta pinjaman tidak sah dilakukan oleh anak 

kecil dan orang gila, serta orang yang tidak mampu 

membelanjakan harta karena kebodohannya. 

b). Al-‘Ikhtiyar (hak memilih) tidak sah bertransaksi dengan orang yang 

dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan. Pada dasarnya 

setiap transaksi dianggap sah apabila para pihak yang melakukan 

akad saling rela. 

c). Orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki 

kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya, oleh karena itu 

orang yang memberi pinjaman harus orang yang memiliki harta itu 

karena tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali (pengurus) 

meminjamkan harta orang yang ada di bawah perwaliannya tanpa 

adanya kebutuhan atau keadaan mendesak.
49

 

Para pihak yang terlibat dalam akad qardh yaitu pemberi pinjaman 

disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad hutang piutang 

mengandung unsur kesunahan. sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap 

bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad hutang 

piutangnya dianggap sah, seperti jual beli.
50

 

2. Ma’qud ‘Alaih (barang yang dipinjamkan) 

Dalam transaksi pinjam-meminjam disyaratkan agar harta yang 

dipinjamkan berupa harta mitsli (harta yang ada bandingannya atau 

                                                             
49

Mustafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis 

dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam..., hlm. 57. 
50

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-

Qur’an dan Hadist...., hlm. 220. 



39 
 

 

harta yang standar), seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditakar 

atau ditimbang, barang yang bisa diukur, atau barang yang dapat 

dihitung dan sebagainya. Sebaliknya, tidak boleh meminjamkan harta 

yang bernilai tapi tidak ada mitsal-nya (barang semisal yang benar-

benar sama atau tidak standar), seperti rumah., dan barang yang 

dihitung tapi tidak dapatdiperkirankan hitungannya. Jika barang-barang 

tersebut diutangkan, maka transaksinya menjadi rusak (fasid).
51

 

Setiap benda yang dihutangkan ialah harus bernilai harta dan 

boleh dimanfaatkan dalam islam (mal mutaqawwim), harta yang 

dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya. Hutang 

tersebut tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh (orang yang 

mengutangkan), dan hutang itu menjadi tanggung jawab muqtaridh 

(orang yang berhutang) artinya orang yang berhutang mengembalikan 

hutangnya dengan harga atau nilai yang sama.
52

 

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah, 

dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan 

objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) 

dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak 

ada persamaanya di pasaran), dengan kata lain, setiap barang yang 

boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad 

qardh.
53

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-

barang yang dibolehkan oleh syara’.Selain itu.Qardhpun dipandangsah 

setelah adanya ijab dan qabul. 

3. Shighat (ijab dan qabul) 
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Shiqhat adalah ijab dan Kabul.Tidak ada perbedaan di antara 

fukaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua 

lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu 

utang” atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan 

semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau 

“Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.
54

 

Menurut ulama syafi’iyah, shighat (ijab-qabul) ini harus ada 

karena ini merupakan tanda adanya saling ridha dari kedua belahpihak.Ia 

juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. 

Sementara itu, menurut ulama Hanafiah, sudah cukup hanya dengan 

adanya pemberian (muat’thah) pinjaman yang dikehendaki.Contohnya, 

seseorang berkata, “berilah saya pinjaman”, kemudian pemberi pinjaman 

memberikan sesuatu yang diminta dan peminjaman mengambilnya (itu 

sudah cukup).
55

 

Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jika peminjam 

berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya hutang sekian,” lalu 

dia meminjaminya atau peminjam mengirim seorang utusan kepada 

pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka 

akad qardh tersebut sah.Menurut al-Adzra’i ijma’ ulama sepakat sistem 

tersebut boleh dilakukan.
56

 

Para ulama menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan 

denganjual beli ini, yaitu:
57

 

1. Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan 

tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa dia berhak mendapat 
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tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, dimana harga 

tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran, baik 

tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun 

tambahan itu ia kaitkan dengan aturan main jual beli saat ini yang 

mengharuskan adanya tambahan harga. 

2. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan 

dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya 

untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan 

syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba 

yang diharamkan. 

3. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan 

pembelisetelah terjadinya jual beli, namun penjual diperbolehkan 

memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya 

untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan yang tertunda. 

4. Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya 

ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (cash). Demikian pula 

boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar 

dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah 

jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan 

dengan memilih yang kontan dan kredit.  

5. Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda 

kewajibannya membayar cicilan, walaupun demikian syari’at tidak 

membolehkan sipenjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar 

membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajiabannya 

(membayar cicilan). 

 

C. Konsekuensi Transaksi Jual Beli Non Tunai Terhadap Para Pihak 

Dalam Majallah Al-ahkam Al-‘adliyah, bagian ke 185 dijelaskan al-dain 

adalah sesuatu yang dhabit dalam tanggungan, seperti jumlah uang dirham yang 
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berada dalam tanggungan seseorang. Maksudnya adalah kewajiban untuk 

membayar uang atau sesuatu yang dianggap sama dengan uang. Al-dain 

merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam 

suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, al-dain adalah harta yang 

terdapat pada tanggungan orang lain dan ia termasuk pada penundaan tanggung 

jawab yang menyebabkan pertambahan nilai.  

Ba’i al-dain adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang 

akan dibayarpada masa yang akan datang, dan juga dapat menjual haknya 

kepada oranglain dengan harga yang disepakati. Jual beli utang dapat terjadi, 

pada transaksi yang tidak dapat dilunasi oleh pihak pembeli saat transaksi.
58

 

Jual beli hutang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang 

diperdebatkan statusnya.sebagian ulama membolehkan jual beli hutang 

padapengutang (orang yang berutang). Dengan demikian jual beli hutang 

dilakukan, baik kepada pengutang atau selain pihak pengutang.Juga dapat 

dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran harga secara tunai maupun 

bertangguh.Ada beberapa pendapat ulama tentang status hukum jual beli 

tersebut. 

Apabila transaksi pinjam-meminjam telah sah, konsekuensi hukumnya 

harus dijalankan, yaitu pindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi 

pinjaman kepada peminjam. Dengan ketentuan, peminjam harus mengganti 

harta tersebut ketika orang yang meminjamnya menagihnya. Sementara itu, para 

ahli fikih berbeda pendapat mengenai waktu penetapan kepemilikan, apakah 

kepemilkan sudah terjadi semenjak peminjam menerima barang  atau ketika 

menggunakannya. 
59

 

Pendapat paling kuat di kalangan ulama Syafi’i adalah bahwa peminjam 

sudah memiliki barang yang dipinjamnya saat menerima objek pinjamannya. 

Argumentasi yang dikemukakan berdasarkan kesepakatan para ulama, yang 

                                                             
58

 Mardani, Fiqih Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah..., hlm. 189. 
59

Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah..., hlm. 61. 



43 
 

 

menyatakan boleh menggunakan barang pinjaman setelah diterimanya. Ini 

menunjukkan bahwa sudah tetapnya kepemilikan sebelum digunakan sebab jika 

saat diterima barang tersebut belum menjadi miliknya, maka tidak boleh 

menggunakannya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan 

Muhammad.
60

 

Berdasarkan ketentuan ini, jika transaksi sudah selesai dan peminjam 

sudah menerima barang yang dipinjamnya, pemberi pinjaman tidak berhak 

memintnya kembali, kecuali atas kerelaan peminjam. Namun ia berhak meminta 

pengganti (atas barang yang dipinjamnya) karena itu merupakan kewajiban 

dalam transaksi al-qardh. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, 

Muhammad dan pendapat sebagian ulama Syafi’iyah. 

Sementara itu, pendapat yang paling kuat dikalangan ulama Syafi’iah 

adalah pemberi pinjaman berhak meminta kembali barang yang dipinjamkan 

selama keadaan barang itu masih tetap utuh seperti semula yang tidak berkaitan 

dengan hak-hak orang lain. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat 

mereka mengenai hak kepemilikan peminjam saat ia menerima barang yang 

dipinjam sebab pemberi pinjaman berhak meminta pengganti barang yang ia 

pinjamkan ketika barang itu sudah tidak ada (di tangannya). Meminta kembali 

pengganti dalam bentuk yang asli lebih utama karena lebih dekat pada yang asli. 

Sementara itu peminjam harus mengembalikan pinjamanya jika pemberi 

pinjaman menagihnya. Perbandingannya seperti dua orang melakukan transaksi 

barang dengan barang, kemudian masing-masing menemukan kecacatan dalam  

barang yang ia terima, berarti keduanya berhak mengambil kembali barang 

miliknya masing-masing sekalipun sudah menjadi milik orang lain. 

Jika barang tersebut masih ada, namun kondisinya sudah tidak seperti 

semula misalnya kambing sudah disembelih atau gandum sudah digiling atau  

sudah terkait dengan hak orang lain umpamanya barang tersebut sudah 

digadaikan oleh peminjam pemberi pinjaman tidak boleh membatalkan dan 
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meminta kembali barang aslinya. Namun kalau peminjam hanya menyewakan 

barang yang dipinjam tersebut, maka pemberi pinjaman boleh meminta kembali 

barang asli.
61

 

Demikian juga pemberi pinjaman berhak meminta barangnya kembali 

sekalipun barang itu telah diberi tambahan, baik permanen maupun tidak. 

Tambahan permanen mengikuti barang asalnya (dapat dimiliki oleh pemberi 

pinjaman), sedangkan yang tidak permanen (bisa dipisahkan dari barang 

asalnya) kepemilikannya kembali kepada peminjam. Tidak ada perbedaan 

pendapat bahwa peminjam berhak mengembalikan barang pinjaman (aslinya) 

kepada pemberi pinjaman dan (dalam kondisi ini) pemberi pinjaman tidak boleh 

menuntutnya untuk mengembalikan pinjaman dengan barang pengganti, baik 

yang sebanding dalam bentuk maupun nilainya. 

Pendapat kedua Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa peminjam tidak 

mempunyai hak kepemilikan harta, kecuali setelah menggunakannya hingga 

barang itu habis, seperti dihibahkan, diperjualbelikan, rusak atau dirusak. Hak 

milik menjadi jelas dengan dengan dipergunakan dan karena pemberi pinjaman 

boleh meminta kembali barang aslinya sebelum digunakan, peminjam pun 

mengembalikan sebelum digunakan. Seandainya peminjam memiliki hak atas 

barang tersebut sejak menerimanya, sama saja barang tidak dimiliki oleh 

keduanya dan kepemilikan itu menjadi batal (karena kepemilikan baru dianggap 

ada kalau sudah digunakan sampai habis atau rusak). Peminjam dan pemberi 

pinjaman pun tidak berhak mengembalikan atau meminta kembali barang 

aslinya. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafiah.
62

 

Berdasarkan pendapat ini abu Abu Yusuf dan sebagian ulama Syafi’i, 

pemberi pinjaman berhak meminta kembali barang yang ia pinjamkan selama 

barang itu masih ada di tangan peminjam (belum habis atau rusak), seperti yang 
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telah dijelaskan diatas. Barang itu masih menjadi miliknya, belum menjadi milik 

peminjam.
63

 

Efek perbedaan pendapat ini bisa terlihat ketika barang yang 

dipinjamkan harus dinafkahi atau bisa dimanfaatkan. Berdasarkan pendapat 

bahwa tetapnya kepemilikan barang sejak diterima peminjam maka 

peminjamlah yang harus mengeluarkan nafkah dan juga berhak atas manfaat 

yang terkandung didalamnya sejak barang diterima, sekalipun belum 

dipergunakannya. Berdasarkan pendapat bahwa tetapnya kepemilikan barang 

bagi peminjam ketika sudah dipergunakan maka pemberi pinjamanlah yang 

harus mengelurkan nafkahnya dan ia pula yang berhak atas manfaat yang ada di 

dalamnya sejak barang itu diserhkan kepada peminjam sampai peminjam 

mempergunakannya. 

 

D. Pendapat Fuqaha tentang Perbedaan Harga pada Transaksi Jual Beli 

Tunai dan Non Tunai 

Ulama Mazhab Syafi’i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab 

Hambali dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-Muayyid Billah dan kalangan 

jumhur membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga 

cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri 

dan tidak memasuki unsur ketidakjelasan seperti misalnya melakukan dua 

transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam 

satu jual beli yang dilarang.
64

 

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahwa sebenarnya 

jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak 

makhruh berdasarkan kesepakatan ulama. Maka apabila kedua belah pihak 

pembeli dan penjual sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 

Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) secara tidak tunai, sementara harga 
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tunainya hanya Rp1.000.000.- maka jual beli dianggap sah meskipun dalam 

proses tawar menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai 

dan harga non tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara 

tidak tunai. Tetapi, apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan 

kepada pihak pembeli, “saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 

Rp1.000.000.- secara tunai, dan dengan harga Rp1.100.000.- secara tidak tunai”, 

lalu pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan 

tipe transaksi yang mana dia inginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut 

jumhur, fasid menurut ulama mazhab Hanafi karena terjadinya 

ketidakjelasan.
65

Sebagian dari ulama Mazhab Zaidiyyah mengatakan bahwa 

tidak sah jual beli dengan harga yang melebihi harga hari dimana transaksi 

dilangsungkan, karena alasan harga tidak tunai. 

Pada hakikatnya, jual beli dengan harga non tunai (cicilan) berbeda 

substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi 

bahwa harga non tunai berbeda dengan harga tunai karena faktor keterlambatan 

membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli 

karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-

betul karena faktor keterlambatan membayar. Di samping itu dalam hal riba, 

tambahan yang diberikan oleh salah seorang pihak transaksi adalah sama 

jenisnya dengan sesuatu yang ia ambil, dan tambahan karena faktor pembayaran 

diserahkan kemudian. Seperti misalnya menjual satu sha’ gandum yang akan 

dibayar beberapa waktu kemudian, atau memberi kredit seribu dirham sekarang 

dan akan dibayar seribu seratus dirham beberapa waktu kemudian.
66

 

Adapun jual beli dengan harga yang tidak tunai, maka barang jualan 

berupa barang yang berniali Rp.1.000.000.- saat transaksi dilakukan dan akan 

bernilai Rp.1.100.000.- pada beberapa bulan kemudian misalnya. Ini tidak 

termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli, karena 
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dalam jual beli ini pembeli mengambil barang bukan uang tunai dan dia tidak 

memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Sudah menjadi 

pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan 

harga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang. Apabila pihak 

penjual akan berkorban ketika menghadirkan barang kepada orang yang akan 

membelinya dengan harga yang tidak tunai karena harga barang akan dibayar 

kemudian, dan itu berarti penjual tidak akan memanfaatkannya ketika ingin 

membeli barang-barang lain. 

Pendapat yang mengatakan boleh adanya tambahan harga pada jual beli 

non tunai dikemukakan oleh jumhur ulama karena merupakan konsekuensi dari 

nilai harga yang dihitung, dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu 

pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian 

tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena 

pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit.Oleh karena itu, 

secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda 

dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis 

bagi pembeli dan penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka 

dikuatkan praktek riba (sangat memberatkan karena bunganya akan terus 

berbunga) akan semakin marak.
67

 

Para ulama membolehkan jual beli tersebut, mengemukakanbanyak dalil 

yang diambil dari ayat-ayat Al-qur’an, Sunnah dan Qiyas. Semua ayat Al-qur’an 

yang menghalalka jual beli dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual 

beli kredit, misalnya firman Allah surat Al Baqarah ayat 27 
يْطَنُ مِنَ الْمَسِّ  ذَلِكَ  الَّذِينَ يأَ كُلُونَ الرِّبَواْلَايَ قُومُونَ   إِلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِى يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ

اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ  وَأَحَلَّ اللهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ وَاْ  فَمَن جَاءَهُ  مَ  ن رَّبِّهِ  بِأَن َّهُمْ  قَا لُواإِْنََّّ وْعِضَةٌ مِّ
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وَ أَمْرهُُ إِلََ الِله وَمَنْ عَادَفَأُولءك أصحَبُ النَّارِ  هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ  فَانتَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ 
(٥7٢) 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri  

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya”.  

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya jual beli barang secara 

kredit dengan tambahan harga merupakan satu bagian dari jual beli pada 

umumnya, dan ini bisa dipahami dari keutamaan ayat di atas.Hukum syar’i juga 

membolehkan semua muamalah kecuali memang ada dalil yang melarangnya 

secara khusus. 

ى فاَكْتبُُوهُ  سَمًّ  يأََي ُّهَا الَّذِ ينَءَامَنُواإِْذَاتَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُّ
Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....”(Q.S 

Al- Baqarah [2] : 282) 

Hukumnya tafshil (antara haram dan halal), bagi kelompok ini, 

hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu tidak memberatkan 

dan saling menguntungkan.Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu 

tambahan yang sangat memberatkan sehingga tidak ada unsur saling tolong 

menolong.Dalil-dalil yang digunakan dalam memutuskan halal atau haramnya 

jual beli kredit dengan tambahan harga menggunakan dasar pendapat pertama 

dan kedua di atas.
68
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jual beli dianjurkan bila bertujuan untuk memberi kemudahan kepada 

pembeli terutama orang yang miskin dan membutuhkan bantuan,  dan dipercaya 

akan bisa membayar hutang tanpa perlu dipaksa dan diminta jaminan atau 

penanggung atas hutang tersebut.
69

 

 

E.   Muqassah dalam Transaksi Jual Beli 

1. Pengertian Muqassah 

Kata muqassah dalam kamus Bahasa Arab diartikan sebagai suatu 

pengurangan.  Secara konseptual, muqassah merupakan potongan harga dari 

harga semestinya yang ditetapkaan oleh pihak penjual kepada pembeli dari 

harga yang semestinya ditetapkan dan diterima pembayaran dari pihak 

pembeli.
70

 

Muqassah adalah potongan piutang nasabah terhadap nasabah yang 

melakukan percepatan pembayaran di luar waktu yang telah disepakati, yaitu 

sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 jika 

nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan percepatan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, 

Lembaga Keuangan Islam boleh memberikan potongan dari kewajiban 

pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besarnya 

pemotongan (muqassah) sebagaimana yang dimaksud diserahkan kepada 

kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
71

 

Pada mekanisme operasional bank Syariah muqassah diposisikan  

sebagai fasilitas untuk nasabah debitur dengan cara potongan atau keringanan 

dikenakan pada margin keuntungan bank atas transaksi jual beli yang dilakukan 

oleh nasabah melalui akad murabahah.
72

 

                                                             
69

Hisyam bin Muhammad,Jual Beli Kredit, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 101. 
70

www.fiqhislam.com/ekonomi-syriah/fatwa-dsn-mui/114690-023-fatwa-dewan-

syariah-nasional-no-23-dsn-mui-ii-2002-potongan-pelunasan-dalam-murabahah. Diakses pada 

tanggal 10 Maret 2019. 
71

Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam,hlm. 46-47. 
72

 Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002. 

http://www.fiqhislam.com/ekonomi-syriah/fatwa-dsn-mui/114690-023-fatwa-dewan-syariah-nasional-no-23-dsn-mui-ii-2002-potongan-pelunasan-dalam-murabahah
http://www.fiqhislam.com/ekonomi-syriah/fatwa-dsn-mui/114690-023-fatwa-dewan-syariah-nasional-no-23-dsn-mui-ii-2002-potongan-pelunasan-dalam-murabahah


50 
 

 

Perbankan syariah menggunakan transaksi murabahah untuk 

memberikan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang kepada nasabah  

yang membutuhkan. Pembiayaan dengan akad. murabahah dapat digunakan 

untuk pembiayaan modal kerja, padahal murabahah adalah kontrak jual beli 

jangka pendek dengan sekali akad.
73

 

2. Dasar Hukum  Muqassah 

Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan (Muqassah) 

Pelunasan Pembiayaan dalam Murabahah. 

a. Jika nasabah dalam transaksi Murabahah melakukan pelunasan pembayaran 

tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh 

memberi potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak 

diperjanjikan dalam akad. 

b. Besarnya potongan sebagimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan 

dan pertimbangan LKS. 

Dalil-dalil yang digunakan DSN untuk menetapkan fatwa tentang pelunasan 

dipercepat dalam murabahah, antara lain: 

a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 275, berbunyi:
74

 

يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ  ذَلِكَ  كَمَايَ قُومُ الَّّْذِى يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الربَّوالَايَ قُومُومونَ إِلاَّ
عَوَحَرَّمَ  اَالْبَ يْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ  وأحَلَّ الُله الْبَ ي ْ ن رَّبِّهِ  بِأَن َّهُمْ قَالُواإِْنََّّ الرِّبَ وَاْ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌمِّ

فَانتَ هَى فَ لَهُ مَاسَلَفَ وَأمَْرهُُ  إِلََ الِله  وَمَنْ عَادَ فَأُوْلئِك أَصْحَبُ النّاِر  هُمْ فِيهَا 
 (٥7٢)خَلِدُونَ 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
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dari Tuhannya, lalu terus berhenti (mengambil riba), maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan), dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya. 

b. Firman Allah dalam QS. An-Nisa’(4): 29, yang berbunyi :
75

 

أَن تَكُونَ تَِِرَةًعَن تَ رَاضٍ يأََ ي ُّهَاالَّذِينَءَامَنُواْلَا  نَكُم باِلْبَطِلِ إِلاَّ نْكُمْ تأَْكُلُواأْمَْوَلَكُم بَ ي ْ  ......مِّ
Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” 

c. Firman Allah QS. al-Ma'idah (5): 1, yang berbunyi :
76

 

 …أيَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا أَوْفُ وْا باِلْعُقُوْد يآَ 
Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..." 

d. Firman Allah QS. al-Ma'idah (5): 2, yang berbunyi:
77

 

 (2 :المائدة)وَتَعَاوَنوُْا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ولا وَتَعَاوَنوُْا عَلىَ الِإثم وَالعُدْوَان  …

Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa ... 

e. Hadist Nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan disahihkan 

oleh Ibnu Hibban : 

إنَّّا الْبَ يْعُ : عَنْ أَبِْ سَعِيْدٍ الْْدُْريِ رضي الله عَنْهُ أنَّرسُوْلَ الله صلّى الله عَلَيْهِ والِهِ وَسَلَّمَ قل 
 (. رواه البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان )عَنْ تَ رَاضٍ، 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan 

kedua belah pihak. 

f. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim dalam al-

Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya:  
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ا  أمََرَ بإخرَاجِ بَنِِ النَضِيْرِ جَاءه ناسٌ روى ابنُ عباسٍ أنَّ النبَِّ صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّ
لَّ، فقال رسول  :منهم، فقَالُوا ياَ نَبِ الله، إِنكَ أمَرتَ بإخراجِنا ولَنا على النَّاس دُيُ وْنٌ لم تََِ

لُوْا  :الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه الطبَني والحاكم في المستدرك (ضَعُوْا وتَ عَجَّ
 )وصححه

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau 

memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa  orang 

dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya 

Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami 

mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka 

Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat."" 

g. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:  
الْمُسْلِمُونَ عَلَى الصُّلْحُ جَائزٌِ بَ يْنَ الْمُسْلِمِيَن إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ 

 .شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 

h. Kaidah Fiqh 

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang menharamkannya.
78 

 اَلَأصْلُ فِِ الْمُعَامَلَاتِ لِإاباَحَةُ إِلاَّأَنْ يَدَلَّ دَليِْلُ على تََْريِْْها 
 

 

                                                             
78

Yusuf Al-Qaradhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (Jakarta :Pustaka Al-kautsar, 2014), 

hlm.10. 
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BAB TIGA 

ANALISIS SISTEM CASH BACK PADA TRANSAKSIS JUAL 

BELI MOTOR SECARA NON TUNAI DI PT. ALFA SCORPII 

BANDA ACEH 
 

A. Gambaran Umum PT. Alfa Scorpii Banda Aceh 

 

PT. Alfa Scorpii atau disebut Alfa Scorpii dalam standard guideline ini 

telah berkecimpung di dunia bisnis otomotif selama lebih dari 20 tahun sebagai 

main dealer sepeda motor brand Yamaha. Jangkauan servisnya berpusat daerah 

sumatera bagian utara (untuk saat ini telah memasuki 4 propinsi, yakni Sumatera 

Utara, NAD, Riau Daratan dan Riau Kepulauan). Kesuksean tentunya tidak 

datang begitu saja. Dengan pasukan inti tidak lebih dari 10 orang pada tahun 

pertama, Alfa scorpii kemudian pun mengolah intuisi dan visi dengan 

perjuangan dan aksi. 

Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1987, Indra Surya mendirikan 

perusahaan dengan nama PT. Alfa Scorpii Pekanbaru yang berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT). Alfa Scorpii mengukuhkan tekad untuk mengharumkan nama 

besar Yamaha yang sempat diabsen 10 tahun dari dunia otomatif Indonesia. 5 

tahun bukan jangka waktu yang pendek untuk mendirikan fondasi perusahaan 

ini. Alfa Scorpii membangun akar-akar kuat dengan membangun system 

manajemen yang kokoh. Kepiawaiannya membangkit kembali brand Yamaha 

yang sempat lumpuh era 80-an menyumbang besar dalam market share 

penjualan sepeda motor asal Jepang tersebut di skala nasional. Akhirnya setelah 

perjuangan panjang, pada awal 2007, Yamaha berhasil membobol rekor market 

sepeda motor di Indonesia.
1
 

Seiring dengan prestasi tersebut, Alfa Scorpii mengukuhkan kebesaran 

namanya dengan merancang identitas perusahaan baru yang dirangkum dalam 

standar guideline ini. Fungsi elemen grafis yang menerapkan filosifi perusahaan 

ini akan menjadi formula penggunaan  segala corporate design dan branding 
                                                             

1
Repository.uin-suska.ac.id. Diakses pada tanggal 10 Januari 2020. 
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Alfa scorpii dimasa yang akan datang. Bisa dikatakan identitas perusahaan tidak 

hanya merupakan identitas, tapi melambangkan jiwa dari perusahaan tersebut. 

Cara yang startegis untuk menyampaikan pesan perusahaan melalui visual 

image dari seperangkat identitas perusahaan, untuk itu diperlukan kombinasi 

formula, kriteria, struktur dan aturan yang tepat dalam sebuah sistem yang 

disebut identitas perusahaan standard guideline. Adapun karakter atau 

personaliti Alfa Scorpii yaitu fast, smart, modern, professional, friendly, daring 

dan flexsibel. Identitas perusahaan adalah seperangkat atribut, aspek, ide 

metode, tekinik dan nilai sebuah perusahaan berdasarkan karakter (personaliti), 

kultur dan visi dari perusahaan tersebut. Perangkat ini sangat penting dalam 

dunia bisnis karena identitas perusahaan dimainfestasikan dalam sistem 

branding dan trandmark yang akan membedakan perusahaan tersebut dari 

kompetitornya. Identitas yang kuat akan menegaskan brand sehingga lebih 

dikenal oleh target marketnya. Biasanya identitas perusahaan ini diterapkan 

dalam format komunikasi seperti: logo, letterhend, business card, folder, 

envelope, kartu-kartu, presentation template, typography, warna, seragam dan 

lain-lain.
2
 

Corperate signature Alfa Scorpii terdiri dari dua elemen yaitu 

logo/symbol “The Scorpion” dan logotype “Alfa Scorpii”. Secara general, kedua 

elemen di atas digunakan sebagai satu unit. Kecuali dalam beberapa agenda dan 

ketentuan khusus di mana logo dan logotype tidak digunakan bersamaan atau 

digunakan bersamaan namun dengan komposisi yang berbeda. 

Artiris merupakan desa yang termasuk pesat perkembangannya yang 

terdapat di kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Pada bulan 

April 2009, owner PT Alfa Scorpii mendirikan perusahaan baru dengan nama 

PT. Alfa Scorpii Airtris yang berbentuk perseroan terbatas (PT). PT. Alfa 

Scorpii Airtris merupakan salah satu perusahaan yang bergerak  dibidang 

                                                             
2 Ibid. 
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perdagangan sepeda motor yang bertindak sebagai dealer untuk merek 

YAMAHA. PT. Alfa Scorpii ini berada di JL. Raya Pekanbaru-Bangking KM 

50 Airtiris kec. Kampar.
3
 

Awal mualanya sebelum mendirikan PT. Alfa Scorpii di Airtris, telah 

berdiri sebuah chanel kecil atau cabang kecil yang dalam Yamaha sering disebit 

YEC (Yamaha Exclusive Chanel) yang berada di Pekanbaru. YEC ini berada 

dibawah pimpinan  PT. Alfa Scorpii mds Pekanbaru. 

 

B. Sistem Perjanjian Cash Back pada Transaksi Jual Beli Motor Non 

Tunai di PT. Alfa Scorpii Banda Aceh 

Pemotongan Harga pada transaksi jual beli motor di PT. Alfa Scorpii 

dengan nama lain dikatakan voucher, subsidi atau cash back. Pembelian sepeda 

motor secara cash tidak memperoleh cash back, melainkan mendapatkan diskon 

harga atas pertimbangan dan kebijakan pihak dealer dan pimpinannya, biasanya 

diskon harga langsung diberikan secara tunai, besar harganya tergantung 

kebijakan pimpinan pihak dealer umumnya dengan jumlah Rp 300.000,-  di 

awal pembelian. Akan tetapi cash back diberikan kepada konsumen yang 

melakukan transaksi pembelian sepeda motor secara non tunai, pemberian 

tersebut bisa diberikan secara langsung atau dimaksukkan ke dalam down 

payment saat  pembelian sepeda motor dilakukan.
4
 

Sistem perjanjian cash back dilakukan dengan cara pembelian sepeda 

motor non tunai, konsumen yang melakukan transaksi pembelian sepeda motor 

Yamaha secara non tunai pada PT. Alfa Scorpii maka pihak konsumen wajib 

memberikan keterangan berupa KTP, KK dan Rekening Listrik. Hal tersebut 

dilakukan oleh pihak leasaing karena pembiayaan berangsuran dilakukan oleh 

pihak leasaing, saat transaksi tersebut berlangsung  perjanjian kredit yang 

                                                             
3
Ibid. 

4
Hasil wawancara dengan Dinda, Sales PT. Alfa Scorpii, Lambaro, Pada tanggal 29 

Januari 2020. 
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dijelaskan pihak leasing yaitu bagaimana sistem pengambilan sepeda motor dan 

masa lamanya pembayaran kredit dan harga setoran setiap bulan serta asuransi 

yang diberikan. Apabila dalam masa yang telah ditentukan pihak konsumen 

tidak mampu lagi untuk membayar cicilan sepeda motor maka pihak lesaing 

mengambil kembali motor tersebut dan uang konsumen yang telah menyetor 

setiap bulan menjadi hangus. Apabila pihak konsumen telat dalam pembayaran 

angsuran perbulan maka pihak konsumen akan memperoleh denda sebesar 0.5% 

dari harga angsuran perbulan yang di hitung dari harga denda perhari terlambat 

menyetor. Maka dari itu pihak konsumen wajib membayar angsuran sebelum 

jatuh tanggal tempo agar tidak memperoleh denda.
5
  

Cash back diberikan berdasarkan lama nya masa pengambilan sepeda 

motor secara non tunai, apabila konsumen mengambil sepeda motor secara non 

tunai dalam waktu lama maksimal 3 tahun maka cash back yang diberikan 

dalam jumlah besar, namun sebaliknya apabila konsumen mengambil sepada 

motor dalam masa waktu yang sedikit minimal 1 tahun maka cash back yang 

diberikan dalam jumlah yang kecil. Setelah pihak konsumen memberikan DP 

sepeda motor pada pihak dealer maka setelah itu pihak dealer memberikan cash 

back kepada konsumen. Harga DP yang konsumen berikan kepada pihak dealer 

menentukan jumlah angsuran yang harus di setor, jika DP yang disetor dalam 

jumlah besar, maka harga cicilan menjadi kecil. Sebaliknya jika DP yang disetor 

dalam jumlah kecil maka harga cicilan menjadi besar. 
6
 

Tidak semua jenis sepada motor mendapatkan cash back, hanya 

beberapa unit saja yang memperoleh cash back hal tersebut dikarenakan 

promosi cash back berlaku pada beberapa item sepeda motor, sepeda motor 

yang sedikit dikeluarkan dan yang baru dikelurakan tidak diberikan cash back 

                                                             
5
Hasil wawancara dengan Andi Nora, Leasing PT. Adira Finance, Bireuen, Pada 

tanggal 9 Februari 2020. 
6
Hasil wawancara dengan Rahmi, Sales PT. Alfa Scorpii, Bireuen, Pada tanggal  4 

Februari 2020. 
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karena item tersebut permintaannya sedikit dan prosess pengeluarannya susah 

dan hargannya terbilang mahal. Selain itu sepeda motor yang peminatnya 

banyak juga tidak memperoleh cash back karena cash back diberikan sebagai 

strategi pemasaran pihak dealer agar semua unit sepeda motor habis terjual. cash 

back diberikan berdasarkan tipe suatu sepeda motor, semakin cepat terjual suatu 

tipe sepeda motor pemberian cash back nya menjadi kecil sedangkan apabila 

suatu tipe sepeda motor yang sulit terjual cash back nya menjadi besar, semakin 

bagus penjualan semakin kecil cash back yang diberikan, sebaliknya semakin 

penjualan nya tidak bagus semakin besar cash back yang diberikan, oleh karena 

itu motor yang laris terjual meskipun cash back nya kecil atau bahkan tidak ada 

cash back sama sekali motor tersebut tetap habis terjual dikarenakan banyak 

peminat, kalau suatu tipe sepeda motor tidak banyak peminat maka dibesarkan 

harga cash back  agar semua unit sepeda motor terjual.
7
 

Harga cash back menjadi sangat besar di akhir tahun agar semua sepeda 

motor habis terjual pada tahun tersebut karena memasuki tahun baru harga 

motor menjadi berbeda, supaya terjual habis sepeda motor tersebut maka di 

perbesar cash back agar cepat terjual. Cash back adalah uang yang di 

kembalikan ke konsumen oleh pihak dealer. Kredit dapat diberikan cash back 

dikarenakan pihak dealer memperoleh keuntungan dari pihak leasing sehingga 

mampu diberikan cash back dalam jumlah besar sedangkan penjualan motor 

dalam bentuk cash tidak banyak memperoleh keuntungan oleh pihak dealer. 

Promosi cash back tidak selalu diberikan, pada sewaktu-waktu promosi itu dapat 

berubah-berubah, tergantung minat pembeli dan angka penjualan.
8
 

 Adapun isi dalam kontrak perjanjian kredit sepeda motor adalah: 

1. Lama masa kredit 

                                                             
7
Ibid 

8
Hasil wawancara dengan Andi Nora, Leasing PT. Adira Finance, Bireuen, Pada 

tanggal 9 Februari 2020. 
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2. Harga Sepeda Motor 

3. Jumlah ansuran  

4. Asuransi kendaraan ( tergantung masa yang diambil) 

Berikut Kontrak Perjanjian Lesaing Pada PT. Adira Multifinance 

PENJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN 

I. Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan/ Pembiayaan Murabahah/ 

Sewa Pembiayaan (selanjutnya disebut disebut “Fasilitas Pembiayaan”) 

yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, 

(selanjutnya disebut dengan “ADIRA FINANCE) calon Debitur/ 

Konsumen/Lessee (selanjutnya disebut dengan “Konsumen”) dapat 

memiliki barang atau menggunakan jasa yang diinginkan, dengan 

melakukan pembayaran secara angsur. 

Nama    : .......................................................................................... 

No KTP : ........................................................................................... 

Alamat  : ........................................................................................... 

II. SIMULASI PEMBIAYAAN *) 

Jumlah Kewajiban Konsumen : Rp.................................. 

Jangka Waktu Pembayaran  : ....................................... 

Jumlah Angsuran Perbulan  : Rp...................................  

Tanggal pembayaran Angsuran : ........................................ 

Mulai Pembayaran Angsuran  : ........................................ 

Akhir Pembayaran Angsuran  : ........................................ 

*)SimulasiPembiayaan ini belum mengikat, Fasilitas pembiayaan Final 

akan dituangkan kemudian kedalam perjanjian Pembiayaan/ Perjanjian 

Pembiayaan Murababah/ Perjanjian Sewa Pembiayaan (Selanjutnya 

disebut dengan “Perjanjian Pembiyaan”) 

III. Pembayaran Angsuran Pertama Wajib dilakukan dicabang konsumen 

terdaftar. Ketentuan cara pembayaran ini tidak berlaku bagi konsumen 
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GC. Pembayaran Angsuran terkahir selain di cabang tempat konsumen 

terdaftar juga dapt dilakukan melalui Online Payment. 

 Cabang : Banda Aceh 

Jl. DR. Mr. Muhammad Hasan Desa Batoh 

Kec. Lueng Bata – Kota Banda Aceh 

Telepon : (0651) 40170, 40176, 40178, 40181 

Fax   : (0651) 40162 

 RO (Kantor Perwakilan) : Bireuen 

Jl. Laksamana Malahayati No. 5 

Desa Banda Biuren Kec. Kota Juang 

Telepon : (0644) 21017 

Fax     : (0644) 21015 

 RO (Kantor Perwakilan) : Lhokseumawe 

Jl. Samudra Baru Kel. Simpang Empat Lhokseumawe 

Telepon : (0645) 46721 

Fax         : (0645) 44189 

 RO (Kantor Perwakilan) : Sigli 

Jl. Prof. A. Majib Ibrahim No. 61 Sigli 

Telepon : (0653) 7829571 

Fax     : (0653) 7829574 

 RO (Kantor Perwakilan) : Takengon 

Jl. Abdul Wahab Sp. Empat Takengon Aceh 

Telepon : (0643) 24546 

Fax     : (0643) 24548 

            (dengan dibuktikan bukti setoran asli yang sah dari Teller) 

Hari Kerja dan Jam Layanan Teller 

Senin-Jumat : Pukul 08.30 -15.00 Waktu Setempat 

Sabtu   : Pukul 08.30 – 11.00 Waktu Setempat 
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IV. Perjanjian Pembayaan ditandatangani dengan tata cara yang telah 

dijelaskan oleh Adira Finance 

V. Setiap Fasilitas Pembiayaan  yang disetujui  oleh ADIRA FINANCE 

akan dilengkapi dengan  Pertanggungan   Asuransi atas unit terkait 

dan/atau Pertanggungan Asuransi  lainnya,  termasuk  namun  tidak  

terbatas pada Pertanggungan Asuransi  Kecelakaan Diri dan 

Pertanggungan   Asuransi  Jiwa. Pengajuan  klaim Asuransi  harus 

disampaikan   oleh Konsumen/Kuasanya/Ahli  Waris kepada  cabang   

ADIRA  FINANCE selambat·lambatnya 5x24 jam sejak tanggal  

kejadian  kerugian  atau  kehilangan  jiwa melalui  cabang  tempat  

Konsumen  terdaftar.  Penggantian klaim asuransi  berupa  uang  dan 

akan digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan ADIRA FINANCE 

yang timbul atas Fasilitas Pembiayaan Konsumen. Jika terdapat 

kelebihan akan dikembalikan kepada Konsumen,  namun jika masih 

ada sisa kewajiban Konsumen, ADIRA FINANCE berhak meminta 

sisa kewajiban  tersebut. Khusus Pembiayaan Tanpa Jaminan, manfaat 

klaim asuransi akan gugur  apabila  konsumen  melakukan  pelunasan  

dipercepat. 

VI. Khusus  untuk  konsumen  yang  memenuhi   kriteria tertentu  yang  

ditentukan  oleh  ADIRA  FINANCE,    berhak   mendapatkan  

Fasilitas  Pembukaan  "Rekening Danamon  Lebih Adira Finance·  

untuk  pembayaran angsuran  kredit  di Adira Finance melalui  proses 

autodebet setiap  bulannya. 

a. Danamon  akan mengirimkan   Pesan Singkat  (SMS) yang 

berisi  Nomor  rekening  Danamon  Lebih Adira  Finance  atas 

nama Konsumen  yang bersangkutan.  

b. Konsumen  diharapkan  segera   datang  ke kantor  cabang   

Bank Danamon  Indonesia  (801)  terdekat untuk  menerima  
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kartu  layanan dan 0-Mobile   dengan membawa  KTP Asli dan 

setoran  awal. 

c. Konsumen  menyetorkan dana  ke Rekening  Danamon  Lebih 

Adira Finance untuk  dilakukan  proses auto debet 

angsurannya  sebelum  tanggal  jatuh  tempo. 

VII. ADIRA FINANCE berhak menolak proses pengajuan Fasilitas    

Pembiayaan Konsumen yang tidak memenuhi kriteria aspek 

pembiayaan.  

VIII. Data pribadi Konsumen yang diberikan kepada ADIRA FINANCE 

sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dapat diberikan  ADIRA  

FINANCE kepada pihak lain, yaitu Group perusahaan Bank Danamon  

(meliputi:induk, afiliasi, anak perusahaan  dan setiap  anak cabangnya)   

maupun afiliasi, anak perusahaan dan setiap anak cabang ADIRA  

FINANCE serta perusahaan yang bekerjasama dengan ADIRA  

FINANCE. 

IX. Terkait  dengan  kelalaian Konsumen, maka perhatikan  hal - hal 

sebagai berikut  : 

a. Keterlambatan pembayaran : 

 Konsumen  akan dikenakan  denda/sanksi keterlambatan 

sebesar 0,5% (nol  koma lima persen)  per hari 

keterlambatan untuk  fasilitas  pembiayaan dengan 

jaminan  kendaraan  roda dua atau roda tiga (sepeda  

motor) dan 0,2% (nol koma dua persen)  per hari 

keterlambatan  untuk  fasilitas  pembiayaan dengan 

jaminan  kendaraan  roda empat  atau lebih   (mobil)  atau 

tanpa jaminan  dari nilai angsuran. 

 Konsumen  akan dikirimkan   Surat Peringatan  ( SP ). 

 Kunjungan  penagihan  akan dilakukan  kapanpun  dan 

bilamana  dianggap  perlu oleh Adira Finance 
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b. Adira Finance  mempunyai   kewenangan  berdasarkan  Surat  

Kuasa seturut  dengan  Perjanjian  Pembiayaan  untuk:    

menerima   kapanpun,  di manapun dan di tempat  siapapun  

Objek  Pembiayaan  tersebut berada serta  menjual Objek  

Pembiayaan  atas nama Konsumen  secara umum  atau di  

bawah tangan atau dengan  perantara pihak  lain dengan  harga 

pasar yang layak dan dengan  syarat-syarat dan ketentuan 

yang  dianggap  baik oleh Adira Finance .. ). 

c. Adira Finance  berhak  menerima  penyerahan  kembali  Objek  

Pembiayaan  apabila  keterlambatan  pembayaran   Konsumen   

> 30  (tiga  puluh) hari atau < 30 (tiga puluh)  hari namun telah  

mengalihkan/menggadaikan Objek Pembiayaann tanpa 

sepengetahuan Adira Finance atau karena sebab Konsumen 

lainnya .. ). 

d. Proses pembiayaan   lancar atau pelunasan  Objek  Pembiayaan  

yang telah diserahterimakan ke Adira Finance hanya bisa 

dilakukan maksimal 7(tujuh) hari sejak Objek Pembiayaan  

diserahterimakan  dan biaya yang timbul berkenaan  dengan  

hal tersebut akan dibebankan   ke Konsumen**). 

X. BPKB yang  tidak  diambil  setelah 3 (tiga)  bulan sejak dari tanggal  

pelunasan. akan dikenakan  biaya penyimpanan   BPKB sebesar  Rp 

50.000  (lima  puluh  ribu rupiah)/bulan  untuk  unit  Motor  dan 

Rpl00.000  (seratus  ribu rupiah)/bulan  untuk  unit Mobil. Adira  

Finance tidak  bertanggung jawab atas BPKB yang tidak diambil  

setelah  l (satu)  tahun  sejak dari tanggal  pelunasan .. ). 

XI. Pembayaran  Angsuran  dapat  dilakukan  di seluruh  Kantor  Adira 

Finance, selain  itu Konsumen  dapat  melakukan  pembayaran  

angsuran  melalui  : 

1. Autodebet  Bank Danamon  Indonesia (BDI) 
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2.  ATM Bank Danamond 

3.  PT. POS Indonesia                                                                       

4.  lndomaret  dan Alfamart (Hanya untuk Motor) 

5. Keday Adira Finance ( Hanya untuk Motor) 

6. Payment  Point Online Bank:  Salam,  Smartech  dan Finnet  

(delima)  (hanya untuk  motor) 

XII. Setiap pembayaran angsuran yang dibayarkan melalui Internal Adira 

Finance ataupun Payment Channel akan dikenakan biaya transaksi   

sesuai ketentuan yang berlaku. 

XIII. Untuk  Pembayaran  melalui  Autodebet 801 tidak  dikenai  biaya 

transaksi. 

XIV. Khusus pelunasan  dipercepat   untuk  Perjanjian  Pembiayaan  dan 

Perjanjian  Sewa Pembiayaan  akan dikenakan  biaya sebesar  7% 

(tujuh  persen)  untuk  Motor dan 8% (delapan  persen)  untuk  Mobil 

dari jumlah  yang harus dilunasi/dibayar. 

XV. Pengambilan BPKB untuk pelunasan dipercepat harus perjanjian  

dengan menghubungi Customer Service Staff Cabang tempat  

Konsumen  terdaftar .. ). 

XVI. Salinan dan Copy Perjanjian  Pembiayaan,  Kartu Adira  Finance Club 

(AFC)  serta Dokumen  Pertanggungan  Asuransi  akan diberikan  

berdasarkan permintaan Konsumen  dan dapat  diambil  di cabang  

tempat  Konsumen  terdaftar. 

XVII. Untuk  kewajiban  pembayaran yang  telah  lunas,  Konsumen  

bersedia  melakukan  pengurusan  penghapusan jaminan  fidusia  serta  

menanggung   biaya  yang timbul atas proses tersebut 

bl/adlperlukan.. ) 

XVIII. lnformasi  lebih  lanjut  untuk  Syarat Pengambilan  BPKB dan Tata 

cara  Pengajuan  Klaim Asuransi  dapat  menghubungi  Dering Adira 

Finance. XIX.  
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XIX. Dering  Adira Finance 

Telp  : 1500-511           

SMS  : 0811-0811-5811 

Untuk Keluhan :ketik Keluhan (spasi) 12 digit  nomor  kontrak  (spasi)  

berita keluhan. 

Untuk Info : ketik Info (spasi)  12 digit  nomor  kontrak  (spasi)  info 

yang ditanyakan  

Email  : customercare@adira.co.id             

Website :www.adira.co.id 

 

**)  Ketentuan ini tidak berlaku  untuk  fasilitas  Pembiayaan Tanpa 

Jaminan 

 

Banda Aceh, ......................20..... Mengetahui dan Menyetujui 

 Yang Menjelaskan, 

 

 

 (...............................)        (...................................) 

      Sales Officer      Konsumen 

 

Adira Finance Terdaftar dan diawasi oleh OJK 

 

 

RINGKASAN INFORMASI PRODUK 

Nama Penerbit : PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk 

Nama Produk : .................................................................... 

   Jenis Produk Pembiayaan : □ Konvensional □ Syariah    

 

Informasi Konsumen : 

         Nama  : ....................................................................................................... 

         No. KTP  : ....................................................................................................... 

         Alamat  : ....................................................................................................... 

 

DATA RINGKAS 

Jumlah 

Kewajiban 

Konsumen   

:............... 

Asura

nsi 

Jenis Pertanggungan  

Asura

nsi 

□ Total Loss Only 

 

 

mailto:customercare@adira.co.id
http://www.adira.co.id/
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Jangka 

Waktu 

Pembayaran : 

............. 

Tanggal 

Pembayaran 

Angsuran      : 

............ 

Akad ⃰            : 

............ 

Kenda

raan 

□ Comprehensive  

□ Mix_Bln 

Comprehensive_Bln Total 

Loss Only 

 

Asura

nsi 

Prope

rti 

□ Asuransi Kebakaran  

Asura

nsi 

Lainn

ya 

□ Asuransi Kecelakaan Diri  

□ Asuransi Jiwa/AFCP  

□ Asuransi Pembiayaan 

Syariah 

 

Hal-hal yang terdapat pada Data Ringkas belum mengikat, Fasilitas 

Pembiayaan final akan dituangkan kemudian ke dalam perjanjian/akad 

yang mengkiat antara konsumen dengan ADIRA FINANCE 

 

SIMULASI (Unit Motor) 

Contoh Simulasi Pembayaran angsuran produk sebagai berikut : 

Harga Unit DP (Rp)

(Rp) 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan

15.000.000 1.500.000 1.293.750 731.250 543.750 450.000 393.750

ANGSURAN SESUAI JANGKA WAKTU (Rp)
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ILUSTRASI PEMBIAYAAN (UNIT MOTOR) 

Contoh ilustrasi pembiayaan adalah sebagai berikut : 

Tenor 24

OTR 15.000.000

Asuransi 500.000

Administrasi 300.000

Provinsi 0

Total (A) 15.800.000

DP 10% 1.500.000

Asuransi (Cash) 500.000

Administrasi (Cash) 300.000

Total (B) 2.300.000

Hutang Pokok (A-B) 13.500.000

Bunga 15% 4.050.000

Pokok Hutang 13.500.000

Angsuran/bulan 731.250

Total DP

DP 1.500.000

Asuransi Cash 500.000

Administrasi 300.000

Provinsi 0

Angsuran ke I 731.250

Total Dibayar I 3.031.250  
 

SIMULASI (Unit Mobil) 

Contoh Simulasi Pembayaran angsuran produk sebagai berikut : 

Harga Unit DP (Rp)

(Rp) 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan

150.000.000 45.000.000 9.187.500 4.812.500 3.354.200 2.625.000 2.187.500

ANGSURAN SESUAI JANGKA WAKTU (Rp)
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ILUSTRASI PEMBIAYAAN (UNIT Mobil) 

Contoh ilustrasi pembiayaan adalah sebagai berikut : 

Tenor 36

OTR 150.000.000

Asuransi 12.059.100

Administrasi 2.000.000

Provinsi 0

Total (A) 164.059.100

DP 30% 45.000.000

Asuransi (Cash) 12.059.100

Administrasi (Cash) 2.000.000

Total (B) 59.059.100

Hutang Pokok (A-B) 105.000.000

Bunga 5% 15.750.000

Pokok Hutang 105.000.000

Angsuran/bulan 3.354.167

Total DP

DP 45.000.000

Asuransi Cash 12.059.100

Administrasi 2.000.000

Provinsi 0

Angsuran ke I 3.354.167

Total Dibayar I 62.413.267  
 

PERSYARATAN DAN TATA CARA 

Persyaratan □ KTP 

□ KK 

□ Data Kendaraan 

□ Bukti Tempat Tinggal 

□ Bukti Penghasilan 

□ Lainnya .................................. 

Informasi  

Pengaduan 

 Untuk informasi, permintaan serta pengaduan Konsumen 

dapat disampaikan melalui Dering ADIRA FINANCE 

Telp : 1500-511 

SMS : 0811-811-581 

Untuk Keluhan : Ketik Keluhan (spasi) 12 digit nomor 
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kontak (spasi) berita keluhan 

Untuk Info : ketik Info (spasi) info yang ditanyakan 

Email : customercare@adira.co.id 

Website : www.adira.co.id 

Aplikasi : Akses Adira Finance (Aplikasi dapat 

didownload di Google Play Store) 

Alamat 

Baranch 

dimana 

Konsumen 

terdaftar 

................................................................................................. 

Jl.............................................................................................. 

 

Telp : (.......).........................     Fax : (.......).......................... 

Jam Layanan Branch : 

Senin-Jumat : Pukul 08.30 - 15.00 Waktu setempat 

Sabtu : Pukul 08:30 – 11.00 Waktu setempat 

 

ILUSTRASI DENDA/SANKSI KETERLAMBATAN, PENERIMAAN 

UNIT/BIAYA EKSEKUSI AGUNAN ATAU PENAGIHAN 

  (Unit Motor)  

1. Ilustrasi Denda/Sanksi Keterlambatan : 

Agunan Motor (roda dua/tiga)     : 0.5% per hari, dari jumlah yang tertunggak 

Agunan Mobil (roda empat/lebih): 0.2% per hari, dari jumlah yang tertunggak 

Agunan Tanah & Bangunan      : 0.2% per hari, dari jumlah yang tertunggak 

Tanpa Agunan                           : 0.2% per hari, dari jumlah yang tertunggak 

Barang Durable                         : 0.5% per hari, dari jumlah yang tertunggak  

Denda/Sanksi Keterlambatan  : 0.5% x Angsuran per bulan (Rp. 731.250) = 

Rp. 3.656. 

 

2. Biaya Penagihan/Penerimaan Unit/Eksekusi Agunan: 

Biaya Penagihan             : maks. 15% dihitung dari angsuran yang tertunggak 

Ilustrasi biaya penagihan : 15% x (Rp. 731.250) = Rp. 109.688 

untuk roda empat 

 

Biaya penerimaan unit : maks. 15% dari Outstanding Pokok Pembiayaan / 

Jumlah Fasilitas 

Ilustrasi biaya eksekusi Agunan : 15 % x (Rp. 17.550.000) = Rp. 263. 5000 

/ Penerimaan untuk roda empat 

 

ILUSTRASI DENDA/SANKSI KETERLAMBATAN, PENERIMAAN 

mailto:customercare@adira.co.id
http://www.adira.co.id/
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UNIT/BIAYA EKSEKUSI AGUNAN ATAU PENAGIHAN 

  (Unit Mobil)  

1. Ilustrasi Denda : 

Agunan Motor (roda dua/tiga)     : 0.5% per hari, dari jumlah yang tertunggak 

Agunan Mobil (roda empat/lebih): 0.2% per hari, dari jumlah yang tertunggak 

Agunan Tanah & Bangunan      : 0.2% per hari, dari jumlah yang tertunggak 

Tanpa Agunan                           : 0.2% per hari, dari jumlah yang tertunggak 

Barang Durable                         : 0.5% per hari, dari jumlah yang tertunggak  

Denda/Sanksi Keterlambatan  : 0.5% x Angsuran per bulan (Rp. 3.354.167) = 

Rp. 6.708 

 

2. Biaya Penagihan/Penerimaan Unit/Eksekusi Agunan: 

Biaya Penagihan             : maks. 15% dihitung dari angsuran yang tertunggak 

Ilustrasi biaya penagihan : 15% x (Rp. 3.354.167) = Rp. 6.708 

untuk roda empat 

 

Biaya penerimaan unit : maks. 15% dari Outstanding Pokok Pembiayaan / 

Jumlah Fasilitas 

Ilustrasi biaya eksekusi Agunan : 15 % x (Rp. 120.705.000) = Rp. 18.112.500. 

/ Penerimaan untuk roda empat 

 

BIAYA 

Biaya 

Pembayaran 

Angsuran 

Pembayaran Angsuran dapat dilakukan di seluruh 

Kantor ADIRA FINANCE, selain itu Konsumen dapat 

melakukan pembayaran angsuran melalui : 

1. Autodebet Bank Danamon Indonesia (BDI) 

2. Aplikasi Digital Akses Adira Finance (Aplikasi dapat 

didownload di Google Play Store) 

3. Indomaret dan Alfamart (hanya untuk Motor dan 

Durabel) 

4. Keday ADIRA FINANCE (hanya untuk Motor dan 

Durabel) 

5. ATM Bank Danamond 

6. PT. POS Indonesia (hanya untuk motor dan Durabel) 

7. VA Customer 

Setiap pembayaran angsuran yang dibayarkan melalui 

Interna ADIRA FINANCE ataupun Payment Channel 

akan dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang 
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berlaku. Untuk pembayran melalui Aplikasi Akses 

Adira Finance dan Autodebet BDI tidak dikenai biaya 

transaksi. Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu 

sesuai kebijakan perusahaan. 

Biaya 

Penitipan 

BPKB 

Setelah 3 (tiga) bulan sejak kewajiban Konsumen 

dilunasi (tidak termasuk denda dan biaya transaksi), 

maka ADIRA FINANCE berhak mengenakan biaya 

penyimpanan BPKB kepada Konsumen sebesar Rp. 

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk unit 

Motor dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan 

unit Mobil. Adira Finance tidak bertanggung jawab atas 

BPKB yang tidak diambil setelah 1 (satu) tahun sejak 

dari tanggal pelunasan **) 

Setiap perubahan terhadap biaya-biaya dan bunga akan diinformasikan 

kepada Konsumen sesuai peraturan yang berlaku. 

 

MANFAAT DAN RESIKO 

MANFAAT RESIKO 

Dengan memperoleh fasilitas 

Pembiayaan yang diberikan 

oleh Adira Finance calon 

Konsumen dapat memiliki 

Barang atau menggunakan Jasa 

yang diinginkan dengan 

melakukan pembayaran secara 

angsuran. 

Apabila konsumen lalai dalam 

pembayaran angsuran atupun 

tidak memenuhi kewajiban yang 

disepakati dalam Perjanjian 

Pembiayaan, maka terdapat 

resiko penagihan, pengenaan 

biaya penagihan serta 

pengembalian/ penyerahan 

barang/Agunan. 

 

INFORMASI TAMBAHAN 

I. Setiap Fasilitas Pembiayaan Barang atau Jasa akan dilengkapi dengan 

Asuransi terhadap Barang atau Jasa yang dibiayai ADIRA FINANCE, 

serta Asuransi lainnya yang termasuk namun tidak terbatas pada 

Asuransi terhadap konsumen (seperti Asuransi Kecelakaan Diri dan/ 

atau Asuransi Jiwa) dan/atau Asuransi terhadap Fasilitas Pembiayaan 

sebagaimana ditawarkan oleh ADIRA FINANCE kepada Konsumen. 

II. Untuk pembiayaan yang menggunakan akda syariah, maka tujuan 

penggunaan unit tidak boleh melanggar prinsip syariah. 

III. ADIRA FINANCE berhak menolak proses pengajuan Fasilitas 
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Pembiyaan Konsumen yang tidak memenuhi kriteria aspek 

pembiayaan. 

IV. ADIRA FINANCE mempunyai kewanangan berdasarkan Surat Kuasa 

seturut dengan perjanjian Pembiayaan untuk : menerima kapanpun, di 

mana pun dan di tempat siapapun Objek Pembiayaan tersebut berada 

serta menjual Objek Pembiayaan atas nama Konsumen secara umum 

atau dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga 

pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang 

dianggap baik oleh ADIRA FINANCE**) 

V. ADIRA FINANCE berhak menerima penyerahan kembali Objek 

Pembiayaan apabila keterlambatan pembayaran Konsumen › 30 (tiga 

puluh) hari namun telah mengalihakan / mengadaikan Objek 

Pembiayaan tanpa sepengetahuan ADIRA FINANCE atau karena 

sebab Konsumen lainnya**) 

VI. Proses pembiayaan lancar atau pelunasan Objek Pembiayaan yang 

telah diserahterimakan ke ADIRA FINANCE hanya bisa dilakukan 

maksimal 7 (tujuh) hari sejak Objek Pembiayaan diserahterimkan dan 

biaya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut akan dibebankan ke 

Konsumen **) 

VII. Pengambilan BPKB untuk pelunasan dipercepat harus dengan 

perjanjian dengan menghubungi Dering ADIRA FINANCE atau 

Customer Service Staff Branch**) 

VIII. ADIRA FINANCE wajib menyerahkan Salinan Perjanjian Pembiayaan 

serta Dokumen Pertanggungan Asuransi kepada Konsumen, dan 

Konsumen wajib mengambilnya di Branch tempat konsumen tersebut 

terdaftar. 

IX. Dalam hal konsumen mengambil produk fasilitas dana maka 

Konsumen wajib menyerahkan bukti pembayaran / transfer atas 

pembelian barang atau jasa kepada ADIRA FINANACE paling lambat 

3 bulan sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan. 

 

 

Disclaimer : 

1. Ringkasan informasi Produk ini bukan merupakan bagian dari perjanjian 

pembiyaan. 

2. Konsumen diwajibkan untuk tetap membaca dan memahami isi dari 

perjanjian pembiyaan. 

3. Konsumen/calon Konsumen telah menerima, membaca dan memahami isi 

Ringkasan Informasi Produk. 

4. Ringkasan Informasi Produk bukan merupakan jaminan bahwa kredit 

Konsumen akan diberikan. 
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Catatan : 

1. Fasilitas Pembiyan/Pembiyaan Murabahah/Sewa Pembiyaan (selanjutnya 

disebut dengan fasilitas Pembiayaan**) yang diberikan oleh PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk (selanjutnya disebut dengan ADIRA 

FINANCE”) calon Debitur/Konsumen /Lessee (selanjutnya disebut dengan 

“Konsumen) 

2. *) Ketentuan ini hanya berlaku untuk jenis pembiayaan Syariah. 

3. **) Ketentuan ini tidak berlaku untuk Fasilitas Pembiyaan Tanpa Jaminan. 

 

 

Hari,                tanggal,                      2020   

 

      Penerbit                                                           Konsumen             

 

 (....................)         (...................) 

 

>Adira Finance terdaftar dan diawasi OJK 

 Pihak konsumen yang melakukan pembelian kredit sepeda motor wajib 

menyimpan bukti pembayaran angsuran setiap bulan atau slip pembayaran 

angsuran dikarenakan ketika sudah melunasi semua angsuran sepeda motor 

minimal harus ada1 slip terakhir dan KTP agar dapat di proses buku sepeda 

motor dan diberikan kepada konsumen buku tersebut. 
9
 

 Adapun sistematika perjanjian cash back tidak dilampirkan dalam kontrak 

jual beli non tunai, para pedagang hanya memberitahukan kepada penjual disaat 

melakukan transaksi jual beli dan diberitakan pada brousur iklan perusahaan 

mereka sebagai bentuk pemasaran suatu produk. Selanjutnya berdasarkan 

informasi dengan para marketing pada dealer motor diperoleh informasi bahwa 

besaran cash back itu sangat variatif tergantung dari besaran DP yang diberikan 

dan juga jangka waktu pembiayaan, semakin lama jangka waktu nya maka 

semakin besar cash back yang diperoleh, hal tersebut didasarkan pada 

perhitungan semakin lama jangka waktu semakin besar cost yang harus dibayar 

oleh pihak konsumen. 

                                                             
9 Ibid. 
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 Dalam perjanjian transaksi jual beli motor memang tidak dicantumkan 

secara pasti tentang nilai cash back, cash back hanya terdapat pada brousur. Dan 

diperkuat oleh pernyataan para SPG/SPB bahwa ada cash back serta pengakuan 

dari para konsumen/pembeli. 

 

C. Mekanisme Penetapan Harga dan Pemberian Potongan Harga 

Terhadap Pembeli Motor Non Tunai di PT. Alfa Scorpii Banda Aceh 

 

1. Mekanisme Penetapan Harga 

 Mekanisme penetapan Harga dilakukan dengan cara pertimbangan harga 

suatu unit sepeda motor, apabila harga satu unit sepeda motor tersebut mahal 

maka pihak dealer akan memberikan cash back dalam jumlah besar dan apabila 

suatu unit sepeda motor itu murah maka pihak dealer akan memberikan cash 

back dalam jumlah kecil. Besar dan kecil penetapan harga pada suatu unit 

sepeda motor ditentukan oleh tipe sepeda motor tersebut. 
10

 

 Selain itu penetapan harga diberikan berdasarkan lamanya masa 

angsuran sepeda motor. Besarnya anggsuran yang di tetapkan pada suatu unit 

sepeda motor ditentukan oleh pihak leasing bukan pihak alfa scorpii, alfa scorpii 

hanya menyediakan sepeda motor akan tetapi leasing yang memberi kebijakan 

besar harga angsuran perbulan. Penentuan suku bunga setiap bulan adalah pihak 

leasing, semakin lama masa angsuran semakin besar keuntungan yang di 

peroleh pihak leasing, semakin cepat masa anggsuran semakin sedikit 

keuntungan yang di peroleh pihak leasing dikarenakan semakin lama angsuran 

semakin lama masa ansuransi, setahun angsuran masa asuransi tidak begitu 

mahal, dua tahun angsuran dua tahun asuransi, tiga tahun angsuran tiga tahun 

                                                             
10 Hasil Wawancara dengan Dinda, Sales PT. Alfa Scorpii, Lambaroe, Pada tanggal 29 

Januari 2020. 
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asuransi menjadi mahal. semakin lama  pertahun semakin besar persen yang 

diambil.
11

 

 Pertimbangan pemberian penetapan harga dilakukan dengan cara 

pertimbangan harga Pajak di setiap tahun, apabila pada tahun 2019 harga pajak 

rendah maka penetapan harga juga menjadi kecil dan apabila harga pajak pada 

tahun 2020 menjadi tinggi maka penetapan harga juga menjadi besar. Serta 

kesepakatan antara pihak dealer dan pihak leasing. 
12

 

2. Pemberian Potongan Harga 

 Besaran Pemberian potongan harga diberikan oleh pihak dealer sangat 

variatif karena didasar pada tipe sepeda motor, karena tipe tersebut memiliki 

harga yang berbeda sesuai dengan list harga yang ditetapkan oleh pihak dealer. 

Umumnya besaran pemotongan harga diberikan tersebut mulai dari 

Rp.100.000,- hingga Rp 2.000.000,- lebih. 

 Adapun mekanisme pemberian potongan harga antara lain ialah, apabila 

konsumen ingin mengambil uang tunai pada awal penjualan maka langsung 

diberikan oleh pihak dealer uang tunai tersebut misalnya konsumen ingin 

membeli sebuah sepeda motor type LEXI WA SSS dengan DP Rp.3.500.000,- 

dalam jangka waktu setahun/12 maka cash back yang di dapatkan sebesar 

Rp.600.000.- maka pihak konsumen hanya perlu menyetor DP sebesar Rp. 

2.900.000.- bukan RP. 3.500.000,- lagi karena telah dikurangi dengan harga 

cash back yang diberikan diawal penjualan t ersebut maka dari situ DP sepeda 

motor yang telah memperoleh cash back menjadi sedikit.
13

 

                                                             
11

Hasil wawancara dengan Andi Nora, Leasing PT. Adira Finance, Bireuen, Pada 

tanggal 9 Februari 2020. 
12

Hasil Wawancara dengan Dinda, Sales PT. Alfa Scorpii, Lambaroe, Pada tanggal 29 

Januari 2020. 
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Gambar. 1. Sepeda Motor Lexi Wa SSS 

 

 Dan yang kedua apabila konsumen ingin memasukkan uang cash back 

tersebut dalam DP diperbolehkan, misalnya konsumen ingin membeli sebuah 

sepeda motor type Mio S dengan cara cicilan seharga Rp 18.317.000,- dan uang 

DP yang konsumen berikan sejumlah Rp 2.800.000,- dalam jangka waktu 2 

tahun/24 bulan dengan besar cicilan  Rp 1.049.000,- perbulan, maka si 

konsumen tersebut memperoleh cash back sebesar Rp 1.200.000,- apabila uang 

cash back tersebut dimasukkan kedalam DP nya menjadi Rp 2.800.00,- + Rp 1. 

200.000,- maka besaran DP nya menjadi Rp 4.000.000,- dan harga cicilan pun 

menjadi lebih murah sebesar Rp 965.000,-
14

 

 

 
Gambar. 2. Sepeda Motor Mio S 

 

 

 

 

                                                             
14

 Hasil wawancara dengan Teuku Ilyas, Sales PT. Alfa Scorpii, Banda Aceh, Pada 

tanggal 29 Maret 2019. 
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Tabel 1. Tipe-tipe Sepeda Motor yang Memperoleh Cash Back  

12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 30 Bulan 36 Bulan

MATIC

1 LEXI VVA SSS 22.220.000 600.000 800.000 1.100.000 1.500.000 1.500.000

2 LEXI  S VVA SSS 24.995.000 600.000 800.000 1.100.000 1.500.000 1.500.000

3 FREE GO 20.896.000 500.000 500.000 800.000 1.200.000 1.200.000

4 FREE GO S ABS 24.911.000 500.000 500.000 800.000 1.200.000 1.200.000

5 N-MAX 30.081.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

6 AEROX 155 VVA 26.705.000 800.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 1.700.000

7 AEROX 155 VVA (S) 30.265.000 800.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 1.700.000

8 AEROX 155 VVA .GP 28.510.000 800.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 1.700.000

9 MIO M3 SP 17.407.000 600.000 600.000 1.000.000 1.700.000 1.700.000

10 MIO S 18.467.000 600.000 600.000 1.000.000 1.700.000 1.700.000

11 LEXI ABS VVA SSS 27.615.000 600.000 800.000 1.100.000 1.500.000 1.500.000

12 LEXI VVA SSS(SIGNATURE) 24.995.000 600.000 800.000 1.100.000 1.500.000 1.500.000

13 FREE GO S 22.406.000 500.000 500.000 800.000 1.200.000 1.200.000

14 X-MAX 62.106.000 500.000 500.000 500.000 600.000 600.000

15 N-MAX ABS 33.479.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

16 N-MAX HITAM 30.081.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

17 AEROX 155 VVA (R) 27.825.000 800.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 1.700.000

18 AEROX 155 VVA S DOXOU 30.370.000 800.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 1.700.000

19 AEROX 155 GP MONSTER 28.510.000 800.000 1.000.000 1.300.000 1.700.000 1.700.000

20 MIO M3 CW 17.912.000 600.000 600.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000

21 MIO M3 AKS SSS 18.822.000 600.000 600.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000

22 FINO SPORTY 125 BLUE CORE 19.769.000 600.000 600.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000

23 FINO GRANDE 125 20.889.000 600.000 600.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000

24 ALL NEW X-RIDE 125 AKS (BY83) 20.230.000 600.000 600.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000

25 FINO PRE 125 BLUE CORE 19.859.000 600.000 600.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000

26 ALL NEW X-RIDE 125 AKS (BY82) 19.691.000 600.000 600.000 1.000.000 1.400.000 1.400.000

No Tipe Sepeda Motor Harga Sepeda Motor
Besaran Harga Cash Back Berdasarkan Lama Masa Angsuran

MOPED

27 VEGA FORCE DB CW 18.137.000 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.000.000

28 JUPITER MX KING-150 25.232.000 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.000.000

29 JUPITER MX KING-150 GP 25.455.000 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.000.000

30 JUPITER MX KING-150 GP MONSTER 25.532.000 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.000.000

31 VEGA FORCE DB SW 17.254.000 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.000.000

32 JUPITER Z CW FI 19.338.000 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.000.000

33 JUPITER MX-KING 150 DOXOU 25.432.000 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.000.000

SPORT

31 ALL NEW VIXION 28.843.000 700.000 700.000 1.000.000 1.500.000 1.700.000

32 ALL NEW VIXION-GP 29.548.000 700.000 700.000 1.000.000 1.500.000 1.700.000

33 R-15 155 VVA 39.143.000 800.000 800.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000

34 R-15 155 VVA-GP MONSTER 39.748.000 800.000 800.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000

35 R-25 62.358.000 1000000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000

36 R-25 GP TECH 3 / MOVISTAR 62.963.000 1000000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000

37 MT-15 39.246.000 1000000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

38 ALL NEW XSR155 39.692.000

39 ALL NEW VIXION-R 31.703.000 700000 700.000 1.000.000 1.500.000 1.700.000

40 ALL NEW VIXION- GP MONSTER 29.548.000 700000 700.000 1.000.000 1.500.000 1.700.000

41 R-15 155 VVA-GP 39748000 800000 800000 1200000 1500000 1500000

42 R-25 ABS (B5P1) 68735000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000

43 R25-GP MONSTER 62963000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000

44 MT25 55735000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000

45 NEW WR 155R 39724000
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D. Persepektif Hukum Islam Terhadap Sistem Cash Back Pada Transaksi 

Non Tunai di PT. Alfa Scorpii Banda Aceh 

  

Allah memperbolehkan seorang muslim untuk bertransaksi jual beli 

dengan sistem pembayaran kontan atau tunai, sebagaimana diperbolehkan juga 

dengan sistem pembayaran kredit atau non tunai. Semua itu atas dasar saling 

ridha. Rasulullah juga pernah membeli makanan dari Yahudi dengan cara 

mengadaikan baju besinya. Allah memberikan persyaratan kepada pembeli 

untuk membayar harga yang telah disepaki, baik cara tunai ataupun non tunai 

tanpa menunda-nunda ataupun melebihi harga yang telah ditentukan oleh 

penjual. Adapun ketika penjual memberi tahu kepada pembeli bahwa barang  

daganganya dibayar tunai harga nya sekian dan jika non tunai sekian dan setelah 

kedua belah pihak menyepakati harga tertentu, maka dalam masalah selisih 

harga kredit lebih mahal dari harga kontan ulama telah berbeda pendapat. 
15

 

Menurut Rafiq Al-Mashari berpendapat bahwa para ahli fikih salaf dan 

kontemporer memperbolehkan praktik jual beli kredit. Karena nilai mata uang di 

pasar selalu berubah seiring berubahnya waktu. Perlu diketahui bahwa 

sesungguhnya pertukaran yang terjadi dalam transaksi jual beli adalah antara 

barang dengan uang, sedangkan dalam transaksi pinjam meminjam adalah 

antara uang dangan uang atau barang dengan barang. Jadi inti dalam akad 

pinjam meminjam adalah tukar menukar barang dalam sejenis, sementara dalam 

akad jual beli adalah tukar menukar barang yang berbeda jenis.
16

 

Dengan melihat hukum asal, maka jual-beli dengan sistem kredit itu di 

perbolehkan dan akad nya sah, meskipun harganya lebih mahal dari pada dijual 

dengan kontan. Akan tetapi hendaknya berhati-hati, agar tidak jatuh dalam 

lingkaran riba atau tertipu dengan istilah transaksi lain yang substansinya adalah 

riba. Ulama Majma’ Al-Fiqh Al-Islami membolehkan si penjual mengambil 

                                                             
15 Abul Futuh Shabri, Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), 

hlm. 215. 
16 Ibid. 
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tambahan uang dari harga yang telah disepakati saat akad. Akan tetapi jika 

pembeli dengan sengaja mengakhiri pembayaran, maka dianggapnya riba dan 

bersamaan dengan itu, maka penjual tidak boleh mensyaratkan adanya uang 

ganti rugi jika si pembeli terlambat atau memperlambat pembayarannya.
17

 Dari 

pembahasan di atas sistem jual beli kredit/non tunai yang di terapkan dalam 

penjualan sepeda motor di PT. Alfa Scorpii berbeda dari pendapat para fuqaha 

yang mana pada penjualan sepeda motor secara non tunai terdapat ganti rugi 

apabila pembeli telat dalam membayar cicilan. 

Dalam Transaksi Jual beli non tunai menggunakan konsep akad Qard, 

Akad Qard suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan 

uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan 

bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis yang dia terima dari 

pihak pertama. Baik Hanafiah dalam definisi yang pertama, maupun Hanbaliah, 

kedua nya memandang bahwa qard diartikan sebagai harta yang diberikan oleh 

muqridh kepada muqtaridh, yang pada suatu saat harus dikembalikan. Qard 

adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih 

kembali. Dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan 

harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang 

sepadan dengan itu. Madzhab-madhab lain mendefinisikan qard sebagai bentuk 

pemberian harta dari seorang kreditor kepada orang lain debitur dengan ganti 

harta yang sepadan dengan tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta 

yang diambil, dimaksud sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta 

tersebut termasuk harta mitsliyat, hewan dan barang dagangan.
18

 

Akad qard dalam fiqh muamalah dikategorikan sebagai akad tabarru’ 

(kebaikan atau tolong-menolong). Tujuan utama dalam transaksi qard adalah 

belas kasihan dan mengharap ganjaran Allah SWT. Oleh sebab itu dalam hukum 

                                                             
17 Ibid. 
18 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adillatuhu...., hlm. 374. 
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Islam terdapat keringanan dalam proses pembayaran hutang piutang seperti yang 

disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280 

رلَُّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُوْنَ  (٠٨٢)وَاِن كاَنَ ذُوْعُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ وَانَْ تَصَدَّ قُ وْا خَي ْ  

  Dan jika (orang yang berhutang itu)  dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagaian  

atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk bersabar  

dalam menghadapi orang yang berhutang dalam kesukaran, yakni mereka yang 

tidak mempunyai harta untuk membayar hutang yaitu bukan sebagaimana yang 

dilakukan pada masa jahiliyah, salah seorang diantara mereka berkata kepada 

orang yang berhutang, ketika masa pembayaran telah tiba, bayar hutang 

sekarang atau engkau akan menambah bunganya”. Kemudian dalam ayat ini 

Allah melanjutkan untuk menghapus sebagian utang kepada mereka, dan Allah 

menjanjikan atas itu semua kebaikan dan pahala yang melimpah.
19

 

Dengan demikian Islam mengatur keringanan dalam proses pembayaran 

hutang, apabila pembeli dalam suatu transaksi melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, 

penjual boleh memberikan potongan harga dari kewajiban pembayaran total 

nominal yang telah disepakati saat akad, dengan syarat tidak diperjanjikan 

dalam akad yang di sebut dengan Muqassah
20

. Dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002. Muqassah merupakan potongan harga dari 

harga semestinya yang ditetapkan oleh pihak penjual kepada pembeli dari harga 

yang semestinya ditetapkan dan diterima pembayaran dari pihak pembeli.
21

 

Dengan demikian muqassah ini menjadi suatu keringanan pembayaran harga 

                                                             
19

Abdul Fida’ ‘Imanuddin Ismail, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Penerjemah: Arif Rahmad 

Hakim, dkk), (Jawa Tengah : Insan Kamil Solo, 2006), hlm. 536. 
20

Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fiqh Muamalah...., hlm. 152. 
21

www.fiqhislam.com/ekonomi-syariah/fatwa-dsn-mui/114690-020-fatwa-dewan-

syariah-nasional-no-23-dsn-mui-ii-2002-potongan-pelunasan-dalam-murabahah. Diakses pada 

tanggal 10 Maret 2019. 

http://www.fiqhislam.com/ekonomi-syariah/fatwa-dsn-mui/114690-020-fatwa-dewan-syariah-nasional-no-23-dsn-mui-ii-2002-potongan-pelunasan-dalam-murabahah
http://www.fiqhislam.com/ekonomi-syariah/fatwa-dsn-mui/114690-020-fatwa-dewan-syariah-nasional-no-23-dsn-mui-ii-2002-potongan-pelunasan-dalam-murabahah
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jual yang ditetapkan oleh pihak penjual kepada pihak konsumennya dalam 

proses pembayaran yang lebih kecil dari pihak konsumen meskipun 

mengakibatkan pihak penjual akan memperoleh keuntungan yang lebih kecil 

dari yang seharusnya. Muqassah ini dapat digolongkan sebagai reward untuk 

pihak pembeli yang telah memilki itikad baik untuk melunasi ciciclan (taqsid) 

dari harga cicilan yang seharusnya akan dibayar dalam tempo yang lama. 

Muqassah ini  merupakan kebijakan ataupun inisiatif pihak penjual yang 

memang tidak disebutkan dalam kontrak perjanjian jual beli. 

Berbeda halnya dengan pemberian potongan harga pada pembelian 

sepeda motor di PT. Alfa Scorpii, potongan harga di PT. Alfa Scorpii di berikan 

pihak penjual kepada pembeli di awal pembelian produk sedangkan dalam 

konsep muqassah pemberian potongan harga tersebut di berikan oleh penjual 

kepada pembeli apabila pembeli dalam suatu transaksi melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, 

dengan kata lain muqassah tersebut sebagai hadiah pengurangan pembayaran 

hutang di akhir masa cicilan. Namun pemberian potongan harga tersebut sangat 

berbeda dengan konsep muqassah. 

Pada saat ini pemotongan harga yang diberikan oleh pihak penjual 

kepada pihak konsumen dengan kata lain disebut cash back, cash back 

merupakan suatu bentuk strategi pemasaran yang digunakan dalam proses 

perdagangan. Istilah cash back berasal dari kata cash yang berarti tunai dan back 

artinya pengembalian, secara sederhana cash back dapat dipahami sebagai 

pengembalian tunai atau  pemgembalian sejumlah uang yang akan dibayar oleh 

konsumen yang seharusnya menjadi pendapatan dan milik pihak produsen atau 

pedagang. Sistem cash back biasanya diterapkan pada pembelian suatu produk 

secara non tunai.  

Penggunaan sistem cash back dalam transaksi non tunai merupakan 

salah satu startegi penjual untuk menarik pihak konsumen dalam proses 

penjualan produk karena dengan sistem tersebut membuat konsumen tertarik 
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untuk membeli suatu barang yang di pasarkan, dengan sistem cash back tersebut 

yang memberi penawaran kepada pembeli dengan memberikan presentase 

pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu produk 

tertentu tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditetapkan 

oleh pihak penjual dengan sistem cash back. 

Terkait cash back, ada beberapa catatan sebagai berikut. (a) Jika cash 

back terjadi dalam transaksi jual beli/sewa/bagi hasil (diterima oleh 

pembeli/penyewa/pemilik modal), maka cash back diperkenankan dalam Islam 

dengan syarat bukan modus pinjaman berbunga. (b) Sedangkan, cash back yang 

diterima kreditor dalam transaksi utang piutang, maka jika diperyaratkan 

menjadi riba, tetapi jika tidak dipersyaratkan itu menjadi hadiah.
22

 

Kesimpulan tersebut berdasarkankan penjelasan berikut. cash back 

adalah penawaran di mana pembeli diberikan persentase pengembalian uang 

tunai atau uang virtua atau bahkan diberikan suatu produk tetapi dengan 

memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditentukan oleh pihak 

penyelenggaran cash back. 

Menurut fikih, ketentuan cash back tersebut sesuai dua kondisi berikut : 

pertama, jika cash back terjadi dalam transaksi jual beli/sewa/bagi hasi (cash 

back diberikan oleh pengelola dalam akad bagi hasil, pihak yang menyewakan 

dalam akad ijarah, penjual dalam akad jual beli). Maka cash back diperkanankan 

dalam Islam dengan syarat bukan modus (rekayasa) pinjaman berbunga dan ada 

kejelasan harga barang diperjualbelikan.
23

 

Beberapa produk bank syariah, seperti tabungan berhadiah dan deposito 

parsel barbasis akad Mudharabah (untuk nominal deposite, seperti menimal Rp 

1 miliar), karena tiap bulan tetap mendapat bagi hasil sesuai nisbah. Nasabah 

pemilik modal mendapat cash back dengan syarat dana nasabah di hold dalam 

                                                             
22

 Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta : Republika Penerbit, 2019) 

hlm. 111-113. 
23

Ibid. 
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periode tertentu. Di mana dana cash back tersebut berasal dari dana atau 

keuntungan yang telah menjadi hak pemberi cash back. 

Dalam fikih, cash back yang dibolehkan tersebuat di atas dikategorikan 

sebagai merelakan sebagian haknya (at-tanazul ‘anil haq) karena alasan 

marketing dan sejenisnya. Jika cash back terjadi dalam transaksi jual 

beli/sewa/bagi hasil (diterima oleh pembeli/penyewa/pemilik moda ), maka cash 

back diperkenankan dalam Islam dengan syarat bukan modus pinjaman 

berbunga. Sedangkan, cash back yang diterima kreditor dalam transaksi utang 

piutang, maka jika dipersyaratkan menjadi riba, tetapi jika tidak dipersyaratkan 

itu menjadi hadiah.  

Selain itu, tidak ada dalil (nash) yang melarang cash back dalam ketiga 

transaksi tersebut, maka berlaku kaidah dasar; 

 الأصل في المعا ملات الإ ببا حة إلا أن يد ل د ليل على تحر يمها 

Kuam muslim harus memenuhi setiap syarat (perjanjian) di antara 

mereka.” 

 

Selanjutnya, fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/Xll/2012 tentang 

Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah; memberikan 

syarat bahwa hadiah itu tidak boleh  berbentuk uang, agar tidak menjadi 

rekayasa praktik pinjaman berbunga. 
24

 

Kedua, cash back yang diberikan peminjam dalam transaksi utang 

piutang (qard), di mana kreditor menerima cash back sebagai syarat atas jasa 

pinjaman kepada debitur maka cash back tersebut ada riba sesuai dengan 

parameter riba dalam kaidah fiqh: 
 كل قرض جر منفعة فهو ربا

 Bahwa setiap manfaat yang diterima oleh kreditur atas jasa 

pinjamannya kepada debitur itu termasuk riba”. 

                                                             
24

Ibid. 
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Adapun cash back yang terdapat pada pembelian sepeda motor yamaha 

di dealer alfa scorpi terdapat ketentuan/syarat yaitu ketentuan dari lama nya 

masa anggsuran, semakin lama masa angsuran semakin besar jumlah cash back 

yang di dapatkan. 

Dari paparan diatas dapat diketahuai bahwasanya pemberian potongan 

harga dalam bentuk sistem cash back pada transaksi jual beli motor secara non 

tunai di perbolehkan karena merupakan keringanan dalam proses penbayaran 

hutang, namun seharusnya pemberian cash back diberikan pada akhir transaksi 

yang sesuai dengan konsep muqassah. Sistem cash back yang laksanakan oleh 

manajemen Alfa Scorpii tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keringanan dalam 

Hukum Islam yang seharusnya diberikan untuk memudahkan pelunasan utang 

pada saat utang jatuh tempo atau saat pelunasan akan dilakukan.
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

Bab terakhir ini merupakan konklusi dari uraian bab-bab sebelumnya yang 

memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah 

penelitian. Adapun kesimpulan kajian dan saran-sarannya dipaparkan dalam 

sub bab di bawah ini. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, penulis akan menarik 

beberapa kesimpulan dan memberikan saran-saran untuk perbaikan kedepannya 

terkait dengan sistem cash back pada transaksi jual beli motor secara non tunai 

pada dealer sepeda motor PT. Alfa Scorpii sebagai berikut: 

1. Perjanjian cash back pada pembelian motor di PT. Alfa Scorpii 

dilakukan scara lisan antara pihak konsumen dengan pihak manajemen 

dealer pada saat transaksi pembelian motor dilakukan. Cash back tidak 

di perjanjikan secara langsung kepada pihak komsumen, hanya dimuat 

dalam brousur atau katalog harga motor pada PT. Alfa Scorpii. 

Perjanjian cash back secara lisan tersebut tidak memberikan kekuatan 

hukum yang tetap yang seharusnya dicantumkan dalam perjanjijan baku 

jual beli motor. Pemberian cash back terhadap konsumen hanya 

dilakukan pada transaksi pembelian secara non tunai karena nilai utang 

yang di tanggung konsumen melebihi harga standar motor y dibeli 

secara tunai, sehingga mark up tesebut telah diberikan ketentuan cash 

back nya. 

2. Pemberian potongan harga diberikan oleh pihak dealer sangat variatif 

didasarkan pada tipe sepeda motor yang memiliki varian harga yang 

berbeda yang dapat diketahui oleh konsumen pada list harga yang 

ditetapkan oleh pihak dealer. Raate cash back yang diberikan juga 

dipengaruhi oleh jangka waktu masa pembayaran utang. Sehingga jika 
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jumlah DP yang diberikan kecil dan jangka waktu pembiayaan lama  

makan cash back  yang diberikan juga besar. Besaran nilai cash back 

yang diberikan tersebut mulai dari Rp.100.000,- hingga Rp 2.000.000,- 

lebih. Besaran jumlah Cash back diberikan berdasarkan besaran panjar 

(DP) yang dibayar konsumen dan jangka waktu pembiayaan yang 

dipilih. 

3. Berdasarkan perspektif Hukum Islam, pemberian cash back di 

perbolehkan karena itu merupakan keringanan dalam proses 

pembayaran hutang. Namun pemberian cash back seharusnya diberikan 

diakhir transaksi pelunasan pembayaran hutang untuk memudahkan 

pelunasan utang pada saat utang jatuh tempo atau saat pelunasan akan 

dilakukan. Cash back diperkenankan dalam Islam dengan syarat bukan 

modus (rekayasa) pinjaman berbunga dan ada kejelasan harga barang 

diperjualbelikan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 

untuk perbaikan sehubungan dengan sistem cash back pada transaksi jual beli 

motor secara non tunai pada dealer sepeda motor di PT. Alfa Scorpii Banda 

Aceh yaitu : 

1. Hendaknya perusahaan PT. Alfa Scorpii memberikan informasi yang 

jelas mengenai pemberian cash back dan dilampirkan dalam kontrak 

jual beli non tunai, bukan hanya diberitakan melalui brousur iklan 

perusahaan atau melalui pihak pedagang saja. Sehingga nantinya pihak 

pembeli lebih mudah dan mengerti terkait perolehan cash back. 

2. Sebaiknya pemberian cash back di berikan diakhir transaksi 

pembayaran hutang.  Sebagai reward untuk pihak pembeli yang telah 

memiliki itikad baik untuk melunasi cicilan dari harga cicilan yang 

seharusnya akan dibayar dalam tempo yang lama. 
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3. Sebaiknya pihak leasing yang bekerja sama dengan PT. Alfa Scorpii 

tidak boleh mensyaratkan adanya uang ganti rugi jika si pembeli telat 

dalam membayar cicilan. Karena menurut ulama Majma’ Al-Fiqh Al-

Islami membolehkan si penjual mengambil tambahan uang dari harga 

yang telah disepakati saat akad dengan syarat pembeli tidak boleh 

dengan sengaja mengakhiri pembayaran, maka dianggap riba dan 

bersamaan dengan itu maka penjual tidak boleh mensyaratkan adanya 

uang ganti rugi jika si pembeli terlambat atau memperlambat 

pembayarannya. 

4. Seharusnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak leasing dan PT. 

Alfa Scorpii mengikuti standar dalam Fatwa DSN mengenai pemberian 

potongan harga pada penjualan sepeda motor secara non tunai.  

5. Untuk penelitian selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan acuan pada penelitian dengan kajian yang sama sebagai 

lanjutan. Selain itu untuk lebih memahami pemberian potongan harga 

dalam bentuk sistem cash back hendaknya peneliti selanjutnya dapat 

memperluas kajian penelitian mengenai cash back ditinjau dari jenis 

pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan kepuasan konsumen 

terhadap sistem cash back. 
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